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KATA PENGANTAR 

 

 

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal 

Pajak merupakan perwujudan 

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian 

visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada 

Tahun Anggaran 2016. Penyusunan LAKIN 

Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana 

Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-

2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

466/KMK.01/2015, serta Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 

sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

95/PJ/2015. 

Selama tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak 

telah melaksanakan berbagai program dan 

kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta 

Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 

2016 yang diterjemahkan dalam Kontrak 

Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2016 

yang terdiri dari 22 Indikator Kinerja Utama 

(IKU). Dalam LAKIN Direktorat Jenderal 

Pajak ini akan dijabarkan perbandingan antara 

realisasi pencapaian IKU tahun 2016 dengan 

Kontrak Kinerja tahun 2016, serta beberapa 

kinerja lainnya yang telah dicapai oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. 

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang 

sangat fluktuatif, serta tuntutan masyarakat 

yang sangat dinamis, tugas pengelolaan 

keuangan negara, khususnya di bidang fiskal 

dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. 

Walaupun demikian dengan dimotivasi dengan 

visi dan misi yang telah ditetapkan, Direktorat 
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Jenderal Pajak senantiasa berupaya untuk 

mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga 

tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai 

dengan harapan. 

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja 

Organisasi (NKO) Direktorat Jenderal Pajak 

telah mencapai 100,97. Nilai tersebut berasal 

dari Capaian Kinerja pada masing-masing 

perspektif yaitu Stakeholders Perspective 

(20,40), Customers Perspective (14,36), 

Internal Process Perspective (34,09), dan 

Learning and Growth Perspective (32,12). 

Pada tahun 2016, pencapaian strategis 

Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai 

penerimaan tercermin dalam IKU Persentase 

realisasi penerimaan pajak yang mencapai 

Rp1.105,81 triliun atau 81,60% dari target 

APBN-P tahun 2016. Hal ini didapat salah 

satunya melalui Program Pengampunan 

(Amnesti) Pajak yang merupakan amanat dari 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pengampunan Pajak. Dari 2 (dua) 

periode pelaksanaan Program Amnesti Pajak, 

DJP telah menerima Uang Tebusan dari Wajib 

Pajak Rp104,67 triliun, serta jumlah nominal 

harta yang dideklarasikan sebesar Rp4.296,28 

triliun. 

Melihat dari jumlah uang tebusan dan 

deklarasi harta, Program Amnesti Pajak yang 

diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia 

diklaim sebagai Amnesti Pajak terbesar dan 

tersukses di dunia. Hal ini tidak terlepas dari 

dukungan seluruh pihak, terutama dukungan 

dari Presiden Republik Indonesia yang 

bersedia “turun gunung” untuk melakukan 

sosialisasi Program Amnesti Pajak kepada 

Wajib Pajak di seluruh Indonesia. Selain itu, 

keberhasilan Program Amnesti Pajak 

dipandang sebagai upaya keras dari seluruh 

entitas Direktorat Jenderal Pajak yang tidak 

kenal lelah demi menyukseskan program 

pemerintah. 

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat 

memenuhi harapan sebagai 

pertanggungjawaban kami kepada masyarakat 

atas mandat yang diemban dan kinerja yang 

telah ditetapkan dan sebagai pendorong 

peningkatan kinerja organisasi Direktorat 

Jenderal Pajak di masa depan. 

 

 

Direktur Jenderal Pajak, 

 

Ken Dwijugiasteadi 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban 

dari amanah dan mandat yang melekat pada 

suatu kementerian/lembaga. Dengan landasan 

pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan 

LAKIN DJP tahun 2016 adalah penyampaian 

pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana 

Strategis DJP tahun 2015-2019 maupun 

Perjanjian Kinerja 2016. LAKIN merupakan 

alat kendali, alat penilai kinerja secara 

kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi DJP menuju 

terwujudnya good governance, yang 

didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan kebijakan yang 

transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat. Selain itu, LAKIN 

merupakan salah satu alat untuk memacu 

peningkatan kinerja setiap unit yang ada di 

lingkungan DJP. 

DJP merupakan salah satu instansi pemerintah 

yang mempunyai peran penting dalam 

penerimaan negara. Organisasi DJP memiliki 

jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit 

kantor dan jumlah pegawai lebih dari 39.000 

orang yang tersebar di seluruh penjuru tanah 

air yang menjadikan DJP sebagai Unit Eselon 

I terbesar di Kementerian Keuangan.  

LAKIN DJP merupakan perwujudan tugas 

sebagai perumus dan pelaksana kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang perpajakan, 

dalam penyelenggaraan fungsi : 

1. perumusan kebijakan di bidang 

perpajakan; 

2. pelaksanaan kebijakan di bidang 

perpajakan; 

3. penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria di bidang perpajakan; 

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang perpajakan;  

5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang perpajakan;  

6. pelaksanaan administrasi Direktorat 

Jenderal Pajak; dan 
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7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh Menteri Keuangan. 
 

Tugas dan fungsi DJP dilaksanakan dalam 

pencapaian visi DJP yang ditetapkan, yaitu: 

:“Menjadi institusi penghimpun penerimaan 

negara yang terbaik demi menjamin 

kedaulatan dan kemandirian negara”dengan 

memperhatikan misi DJP yaitu “Menjamin 

penyelenggaraan negara yang berdaulat dan 

mandiri dengan: 

 mengumpulkan penerimaan 

berdasarkan kepatuhan pajak 

sukarela yang tinggi dan penegakan 

hukum yang adil; 

 pelayanan berbasis teknologi modern 

untuk kemudahan pemenuhan 

kewajiban perpajakan; 

 aparatur pajak yang berintegritas, 

kompeten, dan profesional; dan 

 kompensasi yang kompetitif berbasis 

sistem manajemen kinerja 

Seiring dengan berjalannya reformasi 

birokrasi, DJP menerapkan sistem Balance 

Scorecard (BSC) sebagai alat manajemen 

kinerja. Pengukuran kinerja dalam BSC 

merupakan hasil suatu penilaian yang 

didasarkan pada Indikator Kinerja Utama 

(IKU) yang telah diidentifikasikan untuk 

tercapainya sasaran strategis dan tujuan 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta 

Strategi DJP.  

Sasaran Strategis dan IKU DJP pada tahun 

2016 sebagai berikut:  

 

Sasaran Strategis 

 

Kode 

IKU 

 

Uraian IKU  

Penerimaan pajak negara 

yang optimal 

1a-N Persentase realisasi penerimaan pajak 

Pemenuhan layanan publik 2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan 

Kepatuhan wajib pajak yang 

tinggi 

3a-CP Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak 

Pelayanan prima 4a-N Jumlah penyampaian SPT melalui e-Filing 

Peningkatan efektivitas 

penyuluhan 

5a-N Tingkat efektivitas penyuluhan 

Peningkatan efektivitas 

kehumasan 

6a-N Tingkat efektivitas kehumasan 

Peningkatan ekstensifikasi 

perpajakan 

 7a-N Persentase wajib pajak baru hasil ekstensifikasi yang 

melakukan pembayaran 

Peningkatan pengawasan 

wajib pajak 

8a-N Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti 
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Sasaran Strategis 

 

Kode 

IKU 

 

Uraian IKU  

Peningkatan efektivitas 

pemeriksaan 

9a-N Audit Coverage Ratio 

9b-N Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak 

9c-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan joint audit 

Peningkatan efektivitas 

penyidikan dan penagihan 

10a-CP Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap 

oleh Kejaksaan (P-21)  

10b-N Persentase pencairan piutang pajak 

10c-N Jumlah usulan penyanderaan 

Pengendalian mutu yang 

optimal 

11a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN 

yang telah ditindaklanjuti 

Peningkatan kehandalan data 12a-N Persentase data eksternal teridentifikasi 

12b-N Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat 

SDM yang kompetitif 13a-CP persentase pejabat yang telah memenuhi standar 

kompetensi jabatan 

Organisasi yang kondusif 13a-CP Persentase implementasi inisiatif transformasi 

kelembagaan 

Sistem manajemen informasi 

yang andal 

15a-N Persentase penyelesaian pembangunan dan 

pengembangan modul sistem informasi 

15b-CP Tingkat downtime sistem TIK 

Pengelolaan anggaran yang 

optimal 

16a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-One Direktorat Jenderal 

Pajak Tahun 2016 

 

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam dokumen 

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 22 IKU Kemenkeu-One 

DJP, sebanyak 18 IKU (81,81 persen) berstatus hijau dan 4 IKU (18,19 persen) berstatus kuning serta 

tidak terdapat berstatus merah. 

Secara rinci data target dan realisasi IKU Kemenkeu-One DJP tahun 2016 dapat disajikan 

sebagaimana tabel berikut: 
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No. Sasaran Strategis Kode 

IKU 

Uraian IKU 2016 

Target  Realisasi  

1 Penerimaan 

pajak negara 

yang optimal 

1a-N Persentase realisasi penerimaan 

pajak 

100% 81,60% 

2 Pemenuhan 

layanan publik 

2a-CP Indeks kepuasan pengguna 

layanan 

3,91 4,10 

3 Kepatuhan wajib 

pajak yang tinggi 

3a-CP Persentase tingkat kepatuhan 

formal wajib pajak 

72,50% 63,15% 

4 Pelayanan prima 4a-N Jumlah penyampaian SPT 

melalui e-Filing 

7.000.000 

SPT 

8.441.188 

SPT 

5 Peningkatan 

efektivitas 

penyuluhan 

5a-N Tingkat efektivitas penyuluhan 73 79,84 

6 Peningkatan 

efektivitas 

kehumasan 

6a-N Tingkat efektivitas kehumasan 73 78,64 

7 Peningkatan 

ekstensifikasi 

perpajakan 

 7a-N Persentase wajib pajak baru 

hasil ekstensifikasi yang 

melakukan pembayaran 

100% 86,46% 

8 Peningkatan 

pengawasan 

wajib pajak 

8a-N Persentase himbauan SPT yang 

selesai ditindaklanjuti 

100% 140,78% 

9 Peningkatan 

efektivitas 

pemeriksaan 

9a-N Audit Coverage Ratio 100% 137,00% 

9b-N Tingkat efektivitas pemeriksaan 

pajak 

88% 93,87% 

9c-CP Persentase keberhasilan 

pelaksanaan joint audit 

88,20% 104,78% 

10 Peningkatan 

efektivitas 

penyidikan dan 

penagihan 

10a-CP Persentase hasil penyidikan 

yang dinyatakan lengkap oleh 

Kejaksaan (P-21)  

50% 63,04% 

10b-N Persentase pencairan piutang 

pajak 

30% 33,54% 

10c-N Jumlah usulan penyanderaan 33 

WP/PP 

75 

WP/PP 

11 Pengendalian 

mutu yang 

11a-CP Persentase rekomendasi BPK 49% 57,65% 
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No. Sasaran Strategis Kode 

IKU 

Uraian IKU 2016 

Target  Realisasi  

optimal atas LKPP dan LKBUN yang 

telah ditindaklanjuti 

12 Peningkatan 

kehandalan data 

12a-N Persentase data eksternal 

teridentifikasi 

30% 43,48% 

  12b-N Deviasi proyeksi perencanaan 

kas pemerintah pusat 

5% 4,09% 

13 SDM yang 

kompetitif 

13a-CP persentase pejabat yang telah 

memenuhi standar kompetensi 

jabatan 

83% 89,26% 

14 Organisasi yang 

kondusif 

13a-CP Persentase implementasi 

inisiatif transformasi 

kelembagaan 

87% 96% 

15 Sistem 

manajemen 

informasi yang 

andal 

15a-N Persentase penyelesaian 

pembangunan dan 

pengembangan modul sistem 

informasi 

100% 95,67% 

  15b-CP Tingkat downtime sistem TIK 1% 0,0148% 

16 Pengelolaan 

anggaran yang 

optimal 

16a-CP Persentase kualitas pelaksanaan 

anggaran 

95% 97,41% 

Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-One Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sebagai instansi pemerintah yang 

melaksanakan tugas di bidang administrasi 

perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

memiliki target dalam pemenuhan anggaran 

pendapatan negara lebih dari 70 persen 

komposisi APBN. Tahun 2016, DJP 

mendapatkan target penerimaan pajak 

Rp1.355triliun berdasarkan APBN-P Tahun 

2016. 

DJP merupakan instansi pemerintah 

setingkat eselon I di lingkungan 

Kementerian Keuangan yang melaksanakan 

tugas di bidang administrasi perpajakan. 

DJP berjalan dengan dibiayai APBN 

dengan arahnya untuk mendapatkan 

penerimaan APBN dari penerimaan 

perpajakan. Penerimaan perpajakan itu 

sendiri menjadi faktor penentu besarnya 

APBN di mana pajak mengambil porsi 

lebih dari 70 persen komposisi APBN. 

Pentingnya penerimaan pajak dalam 

menunjang APBN mengharuskan DJP 

untuk berkerja secara optimal dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsinya.  

Sebagai instansi yang dibiayai oleh APBN, 

maka DJP memandang perlu untuk 

menyampaikan laporan kepada penanggung 

jawab atasnya dan juga stakeholder. 

Laporan ini merupakan laporan berkala 

yang disusun DJP sebagai wujud 

pertanggungjawaban dan akuntabilitas. 

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 234/PMK.01/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan, maka kedudukan, tugas dan 

fungsi Direktorat Jenderal Pajakadalah 

sebagai berikut. 

1. Kedudukan 

Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh 

Direktur Jenderal Pajak yang berada di 
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bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Keuangan. 

2. Tugas Pokok 

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai 

tugas menyelenggarakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

DJP menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang 

perpajakan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang 

perpajakan; 

c. penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di bidang 

perpajakan; 

d. pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang perpajakan; 

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan di bidang 

perpajakan; 

f. pelaksanaan administrasi Direktorat 

Jenderal Pajak; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Menteri Keuangan. 

 

C. PERAN STRATEGIS 

DJP memiliki tugas dalam merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang perpajakan. 

Tugas yang diemban DJP tersebut membuat 

DJP berperan besar dalam pelaksanaan 

pemerintahan. Peran DJP semakin penting 

dan strategis dalam menunjang kemandirian 

pembiayaan negara. Hal tersebut 

disebabkan oleh menurunnya peran 

penerimaan negara dari sektor minyak dan 

gas bumi selama sepuluh tahun terakhir.  

Peran penerimaan pajak yang meningkat 

semakin terlihat setelah krisis ekonomi di 

mana APBN meningkat drastis karena 

harus menutup biaya baru. Untuk mengatasi 

masalah ini, pemerintah harus 

meningkatkan penerimaan perpajakan. Saat 

ini DJP berperan dalam menghimpun 

penerimaan sebesar lebih dari 70 persen 

dari total penerimaan dalam negeri. 

Secara umum pajak yang diberlakukan di 

Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jenis 

pajak yang dikelola oleh DJP adalah pajak 

pusat. Pajak pusat meliputi jenis pajak 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Bea Meterai, dan Pajak 

Tidak Langsung Lainnya. 

 

D. STRUKTUR ORGANISASI 

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor 

pusat, unit kantor operasional, dan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat 

terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 

Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji. 
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Unit kantor operasional terdiri atas Kantor 

Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor 

Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP). 

DJP, dengan jumlah kantor operasional 

lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai 

lebih dari 39.000 orang yang tersebar di 

seluruh penjuru nusantara, merupakan 

organisasi terbesar dalam lingkup 

Kementerian Keuangan. Segenap sumber 

daya yang ada tersebut diberdayakan untuk 

melaksanakan pengamanan penerimaan 

pajak yang beban setiap tahunnya semakin 

bertambah. 

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri atas 

Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, 

dan Tenaga Pengkaji setara Pejabat Eselon 

II. Adapun tugas unit dan jabatan yang ada 

di Kantor Pusat DJP adalah sebagai berikut. 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal, 

melaksanakan koordinasi pelaksanaan 

tugas serta pembinaan dan pemberian 

dukungan administrasi kepada semua 

unsur di DJP. 

2. Direktorat Peraturan Perpajakan I, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang peraturan KUP, Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa, PPN, 

PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB. 

3. Direktorat Peraturan Perpajakan II, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang peraturan PPh, perjanjian dan 

kerjasama perpajakan internasional, 

bantuan hukum, pemberian bimbingan 

dan pelaksanaan bantuan hukum, 

pemberian bimbingan dan bimbingan 

bantuan hukum, dan harmonisasi 

peraturan perpajakan. 

4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis 

bidang pemeriksaan dan penagihan 

pajak. 

5. Direktorat Penegakan Hukum, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakandanstandardisasi teknis di 

bidang penegakan hukum perpajakan. 

6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis 

bidang ekstensifikasi dan penilaian 

perpajakan. 

7. Direktorat Keberatan dan Banding, 

merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi di bidang 

keberatan dan banding. 

8. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan 

Penerimaan, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi di bidang potensi, 

kepatuhan, dan penerimaan. 

9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan,dan 

Hubungan Masyarakat, merumuskan 

serta melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang 

penyuluhan, pelayanan, dan hubungan 

masyarakat. 

10. Direktorat Teknologi Informasi 

Perpajakan, merumuskan serta 
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melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang teknologi 

informasi perpajakan. 

11. Direktorat Kepatuhan Internal dan 

Transformasi Sumber Daya Aparatur, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi kepatuhan 

internal dan transformasi sumber daya 

aparatur. 

12. Direktorat Transformasi Teknologi 

Komunikasi dan Informasi, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang transformasi teknologi 

komunikasi dan informasi. 

13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang transformasi proses bisnis. 

14. Direktorat Perpajakan Internasional, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang perpajakan internasional. 

15. Direktorat Intelijen Perpajakan, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang intelijen perpajakan. 

16. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi 

dan Intensifikasi Pajak, mengkaji dan 

menelaah masalah di bidang 

ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, 

serta memberikan penalaran pemecahan 

konsepsional secara keahlian. 

17. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan 

dan Penegakan Hukum Perpajakan, 

mengkaji dan menelaah masalah di 

bidang pengawasan dan penegakan 

hukum perpajakan, serta memberikan 

penalaran pemecahan konsepsional 

secara keahlian. 

18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan 

dan Penertiban Sumber Daya Manusia, 

mengkaji dan menelaah masalah di 

bidang pembinaan dan penertiban 

sumber daya manusia, serta 

memberikan penalaran pemecahan 

konsepsional secara keahlian. 

19. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan 

Perpajakan, mengkaji dan menelaah 

masalah di bidang pelayanan 

perpajakan, serta memberikan 

penalaran pemecahan konsepsional 

secara keahlian. 

DJP memiliki kantor wilayah yang tersebar 

di seluruh Indonesia. Tugas unit Kanwil 

DJP adalah melaksanakan koordinasi, 

bimbingan teknis, pengendalian, analisis, 

dan evaluasi, serta penjabaran kebijakan 

serta pelaksanaan tugas di bidang 

perpajakan berdasarkan perundang-

undangan. Total seluruh Kanwil DJP adalah 

sebanyak 33 unit. Unit ini dapat dibedakan 

atas: 

1. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan 

Kanwil DJP Jakarta Khusus yang 

berlokasi di Jakarta; dan 

2. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib 

Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta 

Khusus yang lokasinya tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia. 

Sebagai perpanjangan tangan kantor 

wilayah, DJP memiliki total 341 unit KPP. 



5 
 

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016 

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan 

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan 

kepada wajib pajak. KPP dapat dibedakan 

berdasarkan segmentasi wajib pajak yang 

diadministrasikannya, yaitu: 

1. KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib 

Pajak Besar, khusus 

mengadministrasikan wajib pajak besar 

nasional; 

2. KPP Madya, khusus 

mengadministrasikan wajib pajak besar 

regional dan wajib pajak besar khusus 

yang meliputi badan dan orang asing, 

penanaman modal asing, serta 

perusahaan masuk bursa; dan  

3. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak 

lokasi. 

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal 

di daerah-daerah terpencil (remote) yang 

tidak terjangkau oleh KPP, maka 

pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan 

konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh 

unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jumlah 

KP2KP yang tersebar diseluruh Indonesia 

terdapat 207unit.  

Selain unit kantor pelayanan, DJP juga 

memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas: 

1. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen 

Perpajakan (PPDDP) setingkat Eselon 

II; 

2. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen 

Perpajakan (KPDDP) Makassar; 

3. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen 

Perpajakan(KPDDP) Jambi; 

4. Kantor Pengolahan Data Eksternal 

(KPDE); dan 

5. Kantor Layanan Informasi dan 

Pengaduan (KLIP).  
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BAGAN ORGANISASI DJP 

 

 

 

  

 

 

 

  

Direktur Jenderal 

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Pengkaji 

 Bidang Pelayanan Perpajakan 

 Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan 

 Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan 

 Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM 

 

Direktorat 

 Direktorat Peraturan Perpajakan I 

 Direktorat Peraturan Perpajakan 

II 

 Direktorat Pemeriksaan & 

Penagihan 

 Direktorat Penegakan Hukum 

 Direktorat Ekstensifikasi & 

Penilaian 

 Direktorat Keberatan & Banding 

 Direktorat Potensi, Kepatuhan, 

dan Penerimaan 

 Direktorat Penyuluhan, 

Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat 

 Direktorat Teknologi Informasi 

Perpajakan 

 Direktorat Kepatuhan Internal 

dan Transformasi Sumber Daya 

Aparatur 

 Direktorat Transformasi 

Teknologi Komunikasi dan 

Informasi 

 Direktorat Transformasi Proses 

Bisnis 

 Direktorat Perpajakan 

Internasional 

Kantor Wilayah 

 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 

 Kanwil DJP Jakarta Khusus 

 Kanwil DJP Aceh 

 Kanwil DJP Sumatera Utara I 

 Kanwil DJP Sumatera Utara II 

 Kanwil DJP Riau & Kep. Riau 

 Kanwil DJP Sumatera Barat & Jambi 

 Kanwil DJP Sumatera Selatan & 

Kep. Bangka Belitung 

 Kanwil DJP Bangkulu & Lampung 

 Kanwil DJP Banten 

 Kanwil DJP Jakarta Pusat 

 Kanwil DJP Jakarta Utara 

 Kanwil DJP Jakarta Barat 

 Kanwil DJP Jakarta Timur 

 Kanwil DJP Jakarta Selatan I 

 Kanwil DJP Jakarta Selatan II 

 Kanwil DJP Jawa Barat I 

 Kanwil DJP Jawa Barat II 

 Kanwil DJP Jawa Barat III 

 Kanwil DJP Jawa Tengah I 

 Kanwil DJP Jawa Tengah II 

 Kanwil DJP DI Yogyakarta 

 Kanwil DJP Jawa Timur I 

 Kanwil DJP Jawa Timur II 

 Kanwil DJP Jawa Timur III 

 Kanwil DJP Kalimantan Barat 

 Kanwil DJP Kalimantan Selatan & 

Tengah 

 Kanwil DJP Kalimantan Timur 

 Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, 

dan Tenggara 

 Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, 

Gorontalo, dan Maluku Utara 

 Kanwil DJP Bali 

 Kanwil DJP Nusa Tenggara 

 Kanwil DJP Papua & Maluku 

Unit Pelaksana Teknis 

 Pusat Pengolahan Data dan 

Dokumen Perpajakan (PPDDP) 

 Kantor Pengolahan Data dan 

Dokumen Perpajakan (KPDDP) 

Makassar 

 Kantor Pengolahan Data dan 

Dokumen Perpajakan (KPDDP) 

Jambi 

 Kantor Pengolahan Data Eksternal 

(KPDE) 

 Kantor Layanan Informasi dan 

Pengaduan (KLIP) 

Kantor Pelayanan Pajak 

KP2KP 
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E. SISTEMATIKA PELAPORAN 

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai 

beserta hasil capaiannya. 

Bab I. Pendahuluan, menguraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan LAKIN; 

kedudukan, tugas, dan fungsi DJP; peran strategis; struktur organisasi DJP; serta sistematika 

pelaporan. 

Bab II. Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, yang menguraikan tentang Rencana Strategis dan 

Penetapan Kinerja tahun 2016. 

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Analisis Capaian 

Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan. 

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang 

ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Rencana Strategis (renstra) merupakan 

dokumen perencanaan unit organisasi 

sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan 

fungsi dari organisasi untuk mencapai visi 

dan tujuan yang diharapkan dalam jangka 

waktu tertentu. Renstra DJP sendiri disusun 

untuk jangka menengah (periode lima 

tahun). Renstra DJP Tahun 2015-2019 

menjadi acuan dalam penyusunan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2016. 

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2015-2019 

mengacu pada dokumen-dokumen 

perencanaan di level Kementerian 

Keuangan dan Nasional, meliputi 

Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan 

Tahun 2014-2024, Cetak Biru Transformasi 

Kelembagaan Kementerian Keuangan 

Tahun 2014-2025, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019, dan Rencana Strategis Kementerian 

Keuangan Tahun 2015-2019. Renstra DJP 

Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-

2019. 

Secara umum Renstra DJP Tahun 2015-

2019 memuat: 

1) Profil DJP; 

2) Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai 

Kementerian Keuangan; 

3) Arah Kebijakan Kementerian 

Keuangan; 

4) Arah Kebijakan DJP; 

5) Tujuan dan Destination Statement 

DJP; 

6) Sasaran Strategis dan Indikator 

Utama; 

7) Inisiatif Strategis dan Program 

Strategis; 

8) Kerangka Regulasi, Kerangka 

Kelembagaan, dan Kerangka 

Pendanaan; dan 

9) Lembaran Strategis. 
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LAKIN DJP merupakan wujud atas 

pertanggungjawaban kinerja DJP dalam 

mencapai Sasaran Strategis DJP pada tahun 

2016 yang tergambar pada Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-One DJP 

tahun 2016 sebagai realisasi Penetapan 

Kinerja yang mengacu pada Renstra DJP 

Tahun 2015-2019. 

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak 

Sesuai Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Pajak Tahun 2015-2019, Visi 

DJP adalah  

“Menjadi Institusi Penghimpun 

Penerimaan Negara yang Terbaik demi 

Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian 

Negara” 

Kalimat Visi DJP berupaya mendukung 

Visi Pemerintah berdasarkan Nawa Cita 

yaitu “Terwujudnya Indonesia yang 

Berdaulat , Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong”. Kalimat visi dalam Renstra 

DJP tersebut menegaskan bahwa segala 

strategi yang dituangkan dalam 

dokumen Renstra DJP ditujukan untuk 

mensukseskan Visi dan Misi 

Pemerintah. 

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak 

Misi merupakan jalan yang ditentukan 

untuk menuju masa depan. Misi DJP 

menunjukkan mengapa DJP diperlukan 

di Indonesia serta apa yang dilakukan 

oleh DJP sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, 

Misi DJP adalah: 

”Menjamin penyelenggaraan negara 

yang berdaulat dan mandiri dengan: 

 mengumpulkan penerimaan 

berdasarkan kepatuhan pajak 

sukarela yang tinggi dan 

penegakan hukum yang adil; 

 pelayanan berbasis teknologi 

modern untuk kemudahan 

pemenuhan kewajiban perpajakan; 

 aparatur pajak yang berintegritas, 

kompeten, dan profesional; dan 

 kompensasi yang kompetitif 

berbasis sistem manajemen 

kinerja”. 

Untuk mencapai visi dan melaksanakan 

misi tersebut di atas, ditetapkanlah 

tujuan, sasaran strategis, inisiatif 

strategis dan program strategis 

3. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Inisiatif 

Tujuan yang ingin dicapai oleh 

Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana 

juga diamanatkan dalam Renstra 

Kementerian Keuangan Tahun 2015-

2019 adalah optimalisasi penerimaan 

negara dan reformasi administrasi 

perpajakan. Tujuan ini kemudian 

dituangkan dalam Destination Statement 

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-

2019 sebagai berikut. 
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Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

Tax Ratio* 13,2% 14,2% 14,6% 15,2% 16% 

Penerimaan 

Pajak 

1.294 T 1.512 T 1.737 T 2.007 T 2.329 T 

SPT melalui 

e-Filing 

2 Juta 7 Juta 14 Juta 18 Juta 24 Juta 

Jumlah WP 

terdaftar 

32 Juta 36 Juta 40 Juta 42 Juta 44 Juta 

* termasuk 1% pajak daerah 

Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 

Dalam rangka mencapai tujuan serta 

memastikan terpenuhinya destination 

statement sebagaimana disebutkan di 

atas, DJP menetapkan Arah Kebijakan 

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-

2019 sebagai berikut: 

 Tahun 2015 : Pembinaan Wajib 

Pajak; 

 Tahun 2016:  Penegakan Hukum; 

 

 

 Tahun 2017:  Rekonsiliasi; 

 Tahun 2018:  Sinergi Instansi 

Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan 

Pihak lain (ILAP);  

 Tahun 2019:  Kemandirian APBN. 

 

Sasaran Strategis DJP 2015-2019 dan 

penjabarannya dalam bentuk Inisiatif 

Strategis adalah sebagai berikut: 

No. Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Unit in Charge 

1. Penerimaan pajak yang 

optimal 

(Berdasarkan teori Balanced Scorecard, Sasaran Strategis 

yang berada di Stakeholder Perspective, merupakan hasil 

(outcome)dari satu atau lebih inisiatif strategis yang 

dilakukan pada Internal Process Perspective dan 

Learning and Growth Perspective, sehingga tidak ada 

inisiatif strategis dan UICnya) 

2. Pemenuhan layanan 

publik 

(Berdasarkan teori Balanced Scorecard, Sasaran Strategis 

yang berada di Customer Perspective, merupakan output 

dari satu atau lebih inisiatif strategis yang dilakukan pada 

Internal Process Perspective dan Learning and Growth 

Perspective, sehingga tidak ada inisiatif strategis dan 

UICnya) 

3. Kepatuhan wajib pajak 

yang tinggi 

4. Pelayanan prima 

 

a. Migrasi wajib pajak e-filing TIP*, TTKI, TPB, 

P2Humas 

b. Secara drastis meningkatkan 

kapasitas call center 

P2Humas*,  TPB, 

TTKI 

c. Ekspansi fungsionalitas 

website 

P2Humas*, TIP, 

TTKI 

5. Peningkatan efektivitas d. Meluncurkan strategi P2Humas*, Indik, 
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No. Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Unit in Charge 

penyuluhan dan 

kehumasan 

komunikasi terpadu P2, KITSDA 

6. Peningkatan 

ekstensifikasi 

perpajakan 

e. Menjangkau ekonomi informal 

melalui pendekatan end-to-end 
EP* 

f. Penajaman ekstensifikasi 

Wajib Pajak 

EP*,TIP. TTKI, 

PKP,  TPB, 

Setditjen 

7. Peningkatan 

pengawasan wajib pajak 

g. Memperbaiki segmentasi dan 

model penjangkauan Wajib 

Pajak 

Setditjen*, 

KITSDA, TPB, 

TTKI, TIP 

h. Membenahi sistem 

administrasi PPN 

PP I*, TPB, TTKI, 

TIP, PKP 

   i. Menyusun model manajemen 

kepatuhan Wajib Pajak 

berbasis risiko (Compliance 

Risk Management) 

PKP*, Setditjen, 

P2, TIP, TTKI, 

TPB, EP, KB 

j. Meningkatkan intensifikasi 

pengumpulan pajak 

PKP*, TIP. PP I, 

PP II, TPB, EP, 

KITSDA, Setditjen, 

KB, P2Humas 

8. Peningkatan efektivitas 

pemeriksaan 

k. Meningkatkan efektivitas 

pemeriksaan 

P2*, TIP, TTKI, 

Setditjen, KITSDA 

9. Peningkatan efektivitas 

penegakan hukum 

l. Memastikan kualitas dan 

konsistensi penegakan hukum 

P2*, KB, Indik, 

PP1, PP2, TIP, 

TTKI 

m

. 

Meningkatkan efektivitas 

penagihan 

P2*, TTKI, TPB 

n. Penegakan Hukum Secara 

Selektif untuk Memberikan 

Efek Jera kepada Wajib Pajak 

(blokir rekening, pencegahan 

ke luar negeri, 

penyanderaan/gijzeling, dan 

penyidikan) 

Indik*, P2Humas, 

P2, PP I, PP II 

 

10. Peningkatan kehandalan 

data 

o. Secara sistematis melibatkan 

pihak ketiga untuk data, 

penegakan , dan penjangkauan 

wajib pajak 

P2Humas*, PP I, 

TPB, TTKI, TIP, 

P2, Indik, EP 

p. Menyempurnakan KPP TIP*, Setditjen, 

TPB, P2Humas, 

TTKI, KITSDA, 

PP I, PP II 
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No. Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Unit in Charge 

11. Organisasi dan 

transformasi yang 

handal 

r. Penguatan Organisasi Setditjen*, 

KITSDA, TPB 

Sasaran Strategis dan Inisiatif Strategis DJP 2015-2019 dalam 

Renstra DJP Tahun 2015-2019 

 

4. Program 

Program didefinisikan sebagai kumpulan 

kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu 

yang dilaksanakan dalam rangka kerja 

sama dengan masyarakat untuk 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Program yang dilaksanakan 

oleh DJP pada tahun 2016 adalah 

“Program Peningkatan dan Pengamanan 

Penerimaan Pajak”.  

Program tersebut dilaksanakan dengan 

dukungan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) 015 Tahun Anggaran 

2016, Kode 12, dengan besar sebesar 

Rp7.620.257.307.000,-. Secara teknis 

program tersebut dijabarkan menjadi 19 

kegiatan. Kegiatan-kegiatan DJP sesuai 

program di atas antara lain sebagai 

berikut: 

a. Peningkatan pelayanan serta 

efektivitas penyuluhan dan 

kehumasan; 

b. Pembinaan, pemantauan dan 

dukungan teknis di bidang 

teknologi, komunikasi dan 

informasi perpajakan; 

c. Pelaksanaan reformasi proses 

bisnis; 

d. Peningkatan pelaksanaan 

ekstensifikasi perpajakan; 

e. Peningkatan efektivitas kegiatan 

intelijen perpajakan; 

f. Peningkatan pelayanan di bidang 

penyelesaian keberatan dan 

banding; 

g. Peningkatan, pembinaan dan 

pengawasan sdm, dan 

pengembangan organisasi; 

h. Peningkatan efektivitas 

pemeriksaan, dan optimalisasi 

pelaksanaan penagihan; 

i. Perumusan kebijakan, standardisasi 

dan bimbingan teknis, evaluasi dan 

pelaksanaan di bidang analisis dan 

evaluasi penerimaan perpajakan; 

j. Perumusan kebijakan di bidang 

PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, 

dan Bea Meterai 

k. Perumusan kebijakan di bidang 

PPH; 

l. Perencanaan, pengembangan, dan 

evaluasi di bidang teknologi, 

komunikasi dan informasi; 

m. Pembinaan penyelenggaraan 

perpajakan dan penyelesaian 

keberatan di bidang perpajakan di 

daerah; 
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n. Pelaksanaan administrasi 

perpajakan di daerah; 

o. Pengelolaan data dan dokumen 

perpajakan; 

p. Dukungan manajemen dan 

dukungan teknis lainnya DJP; 

q. Pelaksanaan kegiatan layanan 

informasi umum perpajakan dan 

pengelolaan pengaduan; 

r. Peningkatan kegiatan penyidikan; 

dan 

s. Perumusan kebijakan dan 

standardisasi perpajakan 

internasional. 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja merupakan proses 

penetapan kegiatan tahunan beserta 

indikator kinerjanya serta penetapan 

indikator kinerja sasaran sesuai dengan 

program, kebijakan, dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam rencana strategis. 

Perjanjian Kinerja tahun 2016 Direktorat 

Jenderal Pajak didasarkan pada Sasaran 

Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama 

(IKU) sebagai indikator kinerja, dan 

implementasi Anggaran Berbasis Kinerja 

mengacu sama Renstra DJP Tahun 2015-

2019 dan Cetak Biru Program Transformasi 

Kelembagaan Kementerian Keuangan 

tahun 2014-2025.   

Perwujudan amanah/tanggungjawab/kinerja 

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. 

Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja 

merupakan suatu janji kinerja yang akan 

diwujudkan Direktorat Jenderal Pajak oleh 

seorang Direktur Jenderal selaku penerima 

amanah dari Menteri Keuangan. Peta 

Strategi DJP tahun 2016 adalah sebagai 

berikut:
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Peta Strategis di atas menerapkan 4 (empat) 

perspektif, yaitu: Stakeholder Perspective, 

Customer Perspective, Internal Process 

Perspective, dan Learning and Growth 

Perspective. Peta strategis tersebut 

merupakan hasil pembahasan antara 

Pengelola Kinerja Organisasi DJP, dalam 

hal ini Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

dengan Biro Perencanaan dan Keuangan 

dengan memperhatikan Peta Strategis 

Kementerian Keuangan.  

Dari peta tersebut tergambar bahwa jumlah 

Sasaran Strategis (SS) ada sebanyak 16 

(enam belas) SS dan diidentifikasikan 

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) 

sebanyak 22 IKU. 16 Sasaran Strategis 

tersebut saling berkaitan satu sama lain 

sehingga diharapkan dapat menopang 

pencapaian Visi DJP. 

Penyempurnaan (Refinement) IKU pun 

dilakukan agar pengukuran kinerja semakin 

baik dari tahun ke tahun. Tahun 2016, 

terdapat beberapa IKU yang dimunculkan, 

diperbaiki, maupun dihapus, termasuk 

peningkatan target. Salah satu IKU yang 

mendapatkan peningkatan target adalah 

Persentase hasil penyidikan yang 

dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21). 

IKU tersebut merupakan sebagai bentuk 

penegakan hukum kepada para penunggak 

pajak yang tidak memiliki iktikad baik 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, 

dimana target tahun 2016 naik menjadi 

50% dari target 2015 sebesar 42%. Adapun 

IKU baru yang dimunculkan pada tahun 

2016 salah satunya adalah Tingkat 

downtime sistem TIK, yang mengukur 

kekuatan sistem TIK DJP dalam 

menjalankan operasional serta menunjang 

kebutuhan pelayanan kepada waib pajak. 

Direktur Jenderal Pajak telah 

menandatangani Kontrak Kinerja 2016 

dengan Menteri Keuangan dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

Sasaran Strategis 

 

Kode 

IKU 

 

Uraian IKU  

Penerimaan pajak negara 

yang optimal 

1a-N Persentase realisasi penerimaan pajak 

Pemenuhan layanan publik 2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan 

Kepatuhan wajib pajak yang 

tinggi 

3a-CP Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak 

Pelayanan prima 4a-N Jumlah penyampaian SPT melalui e-Filing 

Peningkatan efektivitas 

penyuluhan 

5a-N Tingkat efektivitas penyuluhan 

Peningkatan efektivitas 

kehumasan 

6a-N Tingkat efektivitas kehumasan 
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Sasaran Strategis 

 

Kode 

IKU 

 

Uraian IKU  

Peningkatan ekstensifikasi 

perpajakan 

 7a-N Persentase wajib pajak baru hasil ekstensifikasi yang 

melakukan pembayaran 

Peningkatan pengawasan 

wajib pajak 

8a-N Persentase himbauan SPT yang selesai 

ditindaklanjuti 

Peningkatan efektivitas 

pemeriksaan 

9a-N Audit Coverage Ratio 

9b-N Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak 

9c-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan joint audit 

Peningkatan efektivitas 

penyidikan dan penagihan 

10a-CP Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap 

oleh Kejaksaan (P-21)  

10b-N Persentase pencairan piutang pajak 

10c-N Jumlah usulan penyanderaan 

Pengendalian mutu yang 

optimal 

11a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan 

LKBUN yang telah ditindaklanjuti 

Peningkatan kehandalan data 12a-N Persentase data eksternal teridentifikasi 

12b-N Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat 

SDM yang kompetitif 13a-CP persentase pejabat yang telah memenuhi standar 

kompetensi jabatan 

Organisasi yang kondusif 13a-CP Persentase implementasi inisiatif transformasi 

kelembagaan 

Sistem manajemen informasi 

yang andal 

15a-N Persentase penyelesaian pembangunan dan 

pengembangan modul sistem informasi 

15b-CP Tingkat downtime sistem TIK 

Pengelolaan anggaran yang 

optimal 

16a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-One 

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 
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BAB III 

  AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran capaian kinerja Direktorat 

Jenderal Pajak Tahun 2016 dilakukan 

dengan cara membandingkan antara 

target (rencana) dan realisasi Indikator 

Kinerja Utama (IKU) pada masing-

masing perspektif. Dari hasil 

pengukuran kinerja tersebut diperoleh 

data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 

Direktorat Jenderal Pajak adalah 

sebesar 100,97. Nilai tersebut berasal 

dari capaian kinerja pada masing-

masing perspektif sebagaimana 

ditunjukan pada tabel di bawah ini. 

 

Perspektif Bobot Nilai 

Stakeholder 25% 20,40 

Customer 15% 14,36 

Internal Process 30% 34,09 

Learning and Growth 30% 32,12 

Nilai Kinerja Organisasi 100,97 

Kinerja DJP Tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Peningkatan tersebut dapat digambarkan sebagaimana tampak pada grafik berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,00 

101,55 

95,77 

100,97 

2013 2014 2015 2016



 
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016 

Penjelasan capaian IKU untuk setiap 

sasaran strategis adalah sebagai 

berikut. 

1. Sasaran Strategis 1: Penerimaan 

pajak negara yang optimal 

DJP memegang peranan penting 

dalam mencapai penerimaan negara 

yang sudah tercantum dalam APBN 

maupun APBN-P. Pencapaian 

sasaran tersebut diukur melalui 

pencapaian Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Persentase realisasi 

penerimaan pajak. 

 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Persentase realisasi penerimaan pajak 100% 81,60 

 

Realisasi penerimaan pajak  adalah 

realisasi penerimaan pajak netto 

yaitu jumlah penerimaan bruto SSP 

dari MPN, SPM, penerimaan valas, 

penerimaan DTP, Penerimaan 

PBB, dan PPh Migas, dikurangi 

SPMKP dan SPMIB. Target 

Penerimaan Pajak adalah target 

yang telah ditetapkan dalam 

APBN/APBN-P. 

Realisasi penerimaan pajak sampai 

dengan 31 Desember 2016 

mencapai Rp1.105,81 triliun atau 

81.60% dari target tahun APBN-P 

2016 sebesar Rp 1.355,20 triliun. 

Kinerja capaian penerimaan pajak 

tahun 2016 ini sedikit lebih rendah 

dari tahun 2015 sebesar 81,96%, 

namun realisasi ini masih tumbuh 

positif sebesar 5,81% (total pajak 

non PPh Migas) atau 4,24% (total 

pajak termasuk PPh Migas).  

Berdasarkan data Dashboard 

Penerimaan DJP, yang mencakup 

seluruh penerimaan pajak baik 

penerimaan Pajak Non Migas 

maupun Pajak Migas, diperoleh 

capaian persentase realisasi 

penerimaan pajak selama tiga tahun 

terakhir adalah sebagai berikut: 
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(dalam triliun rupiah) 

Persentase realisasi penerimaan pajak 

Tahun 2013 2014 2015 2016 

Target 995,21 1.072,37 1.294,26 1.355,20 

Realisasi 921,27 981,83 1.060,83 1.105,81 

Capaian 92,57% 91,56% 81,96% 81,60% 

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan PortalDJP 

 

Tahun Δ 2013-2014 Δ 2014-2015 Δ 2015-2016 

Growth 6,92 7,68 4,24 

Berdasarkan tabel di atas, 

meskipun persentase penerimaan 

pajak dari target selama tiga tahun 

terakhir mengalami penurunan, 

namun penerimaan pajak (termasuk 

PPh Migas) tahun 2014-2015 

mengalami pertumbuhan sebesar 

7,68 dan tahun 2015-2016 sebesar 

4,24. 

Kinerja penerimaan pajak tahun 

2016, ditopang oleh penerimaan 

dari Amnesti Pajak periode I dan II 

tahun 2016 yang berhasil 

menghimpun uang tebusan sebesar 

Rp104,67 triliun. Namun, jika 

termasuk penerimaan dari 

tunggakan pajak yang dibayar dan 

realisasi hasil pemeriksaan bukti 

permulaan, maka jumlah total 

penerimaan Amnesti Pajak sebesar 

Rp109,5 triliun. 

Adapun, detail capaian persentase 

realisasi penerimaan per jenis pajak 

tahun 2016 beserta 

pertumbuhannya ditampilkan 

dalam tabel berikut: 
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Kinerja penerimaan pajak tahun 2016 

untuk beberapa jenis pajak diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

A. PPh Non Migas mengalami 

pertumbuhan 14,02% di tahun 2016, 

yang ditopang oleh peningkatan 

realisasi PPh Non Migas Lainnya 

yang sangat signifikan mencapai 

55,190.14% sebagai hasil dari 

Amnesti Pajak yang dikategorikan 

sebagai penerimaan PPh Non Migas 

Lainnya. Penjelasan penerimaan PPh 

Non Migas secara rinci adalah 

sebagai berikut: 

1) PPh Pasal 21 

Realisasi penerimaan PPh Pasal 

21 Tahun 2016 sebesar Rp 

109.153,00 miliar (84,39%). 

Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 

2016 mengalami penurunan 

sebesar 4,65% dibandingkan 

tahun 2015, yang disebabkan oleh 

penurunan setoran 

Masa/Angsuran PPh Pasal 21. Hal 

ini tidak terlepas dari kebijakan 

pemerintah mengenai 

penyesuaian besaran PTKP Tahun 

2016, yang berdampak pada 

berkurangnya jumlah WP orang 

pribadi karyawan yang wajib 

dipotong PPh 21 oleh pemberi 

kerja. Kebijakan penyesuaian 

PTKP tahun 2016 diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 101/PMK.010/2016 

tanggal 22 Juni 2016 tentang 

Penyesuaian Besarnya 

Penghasilan Tidak Kena Pajak 

yang ditetapkan. Berdasarkan 

ketentuan ini, PTKP WP orang 

pribadi naik dari semula Rp 36 

juta menjadi Rp 54 juta per tahun. 

 

 

2015 2016
Δ%

2014 - 2015

Δ%

2015-2016

% Penc. 

2015

% Penc. 

2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

A PPh Non Migas 552,636.57 829,496.77 48.29 552,636.57 630,124.87 20.47 14.02 87.74 76.89

1. PPh Ps 21 114,480.17 129,345.38 12.98 114,480.17 109,153.00 8.36 (4.65) 90.27 84.39

2. PPh Ps 22 8,477.97 9,801.33 15.61 8,477.97 11,324.21 16.84 33.57 87.89 115.54

3. PPh Ps 22 Impor 40,529.39 43,520.46 8.10 40,259.39 37,980.23 2.04 (5.66) 70.48 87.27

4. PPh PS 23 27,882.13 31,506.84 13.00 27,882.13 28,982.91 9.27 3.95 83.28 91.99

5. PPh Ps 25/29 OP 8,258.42 28,800.02 248.74 8,258.42 5,275.17 75.54 (36.12) 158.36 18.32

6. PPh Ps 25/29 Badan 185,200.02 376,117.06 103.09 185,200.02 172,011.62 24.05 (7.12) 83.85 45.73

7. PPh Ps 26 48,221.86 54,490.7 13.00 48,221.86 43,262.00 22.25 (10.29) 96.87 79.39

8. PPh Final 119,667.3 14,5702.95 21.76 119,667.3 117,455.84 37.05 (1.85) 94.37 80.61

9. PPh Non Migas Lainnya 189.33 212.03 11.99 189.33 104,679.89 113.12 55190.14 287.58 49369.87

B PPN dan PPnBM 423,710.82 474,235.34 11.92 423,710.82 412,274.68 3.55 (2.7) 73.5 86.93

1. PPN Dalam Negeri 280,009.45 318,403.84 13.71 280,009.45 273,467.49 16.12 (2.34) 82.8 85.89

2. PPN Impor 130,124.71 140,664.77 8.10 130,124.71 122,679.02 (14.56) (5.72) 62.71 87.32

3. PPnBM Dalam Negeri 9,293.12 10,501.23 13.00 9,293.12 11,546.14 (9.26) 24.24 48.03 209.95

4. PPnBM Impor 4,008.31 4,332.39 8.10 4,008.31 4,296.02 (24.88) 7.18 37.28 99.25

5. PPN/PPnBM Lainnya 275.23 332.51 20.81 275.23 286.01 77.71 3.92 41.3 86.02

C PBB 29,259.34 17,710.6 (39.45) 29,250.34 19,444.91 24.6 (33.52) 109.59 109.79

D Pajak Lainnya 5,568.30 7,414.88 33.16 5,268.3 8,104.24 (11.52) 45.54 47.47 109.3

E PPh Migas 49,671.56 36,345.93 (26.83) 49,671.56 35,864.01 (43.2) (27.8) 100.28 98.67

1,011,166.03 1,318,857.59 30.43 1,011,166.03 1,069,948.7 12.64 5.82 81.24 81.13

1,060,837.58 1,355,203.52 27.75 1,060,837.58 1,105,812.7 7.68 4.24 81.96 81.60

Realisasi s.d. 31 Desember

Total Non PPh Migas

Total termasuk PPh Migas

No Jenis Pajak
Realisasi

2015

APBN-P

2016

Target Δ% 

2015 - 2016
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2) PPh Pasal 22 

Realisasi penerimaan PPh Pasal 

22 Tahun 2016 sebesar Rp 

11.324,21 miliar (115,54%). 

Penerimaan PPh Pasal 22 Tahun 

2016 mengalami pertumbuhan 

33,57% dibandingkan tahun 2015, 

yang ditopang oleh adanya 

perluasan cakupan pemungut PPh 

Pasal 22, khususnya pemungut 

non bendaharawan. Indikator 

perluasan pemungut tersebut 

tercermin dari adanya 

peningkatan yang sangat 

signifikan pada pertumbuhan 

realisasi PPh 22 dari total setoran 

pemungut yaitu sebesar 197%.  

3) PPh Pasal 22 Impor 

Realisasi penerimaan PPh Pasal 

22 Impor Tahun 2016 sebesar Rp 

37.980,23 miliar (87,27%). 

Penerimaan PPh Pasal 22 Tahun 

2016 mengalami penurunan -

5.66% jika dibandingkan tahun 

2015, yang disebabkan oleh 

adanya penurunan aktivitas 

impor. 

4) PPh Pasal 23 

Realisasi penerimaan PPh Pasal 

23 Tahun 2016 mencapai 

Rp28.982,91 miliar (91,99%). 

Penerimaan PPh Pasal 23 tahun 

2016 mengalami pertumbuhan 

sebesar 3,95% jika dibandingkan 

tahun 2015, yang ditopang oleh 

pemanfaatan jasa pihak ketiga 

sebesar Rp 13.396,98 miliar atau 

46,22% dari total penerimaan PPh 

Pasal 23. Di tahun 2016, 

penerimaan dari jenis setor obyek 

pemanfaatan jasa pihak ketiga 

mengalami pertumbuhan 8,2% 

dibandingkan tahun 2015.  

5) PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 

(OP) 

Realisasi penerimaan PPh Pasal 

25/29 OP Tahun 2016 mencapai 

Rp5.275,17 miliar (18,32%). 

Penerimaan PPh Pasal 25/29 OP 

tahun 2016 mengalami penurunan 

sebesar 36,12% jika dibandingkan 

tahun 2015, yang tercermin dari 

penurunan di hampir semua jenis 

setoran meliputi setoran Tahunan, 

SKPKB, STP, dan Lainnya. 

Sedangankan peningkatan 

penerimaan dari setoran Masa dan 

setoran Masa OP Pengusaha 

Tertentu hanya sedikit menahan 

laju penurunan penerimaan PPh 

25/29 OP. Realisasi penerimaan 

PPh 25/29 OP tahun 2016 

didominasi oleh penerimaan dari 

sektor Perdagangan Besar dan 

Eceran dan sektor Kegiatan Jasa 

Lainnya. 

6) PPh Pasal 25/29 Badan 

 Realisasi penerimaan PPh Pasal 

25/29 Badan Tahun 2016 

mencapai Rp 172.011,62 miliar 

(45,73%). Penerimaan PPh Pasal 

25/29 Badan tahun 2016 
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mengalami penurunan sebesar 

7,12% jika dibandingkan tahun 

2015 yang tercermin dari  

penurunan di semua jenis setoran, 

yaitu setoran Masa/Angsuran (-

0,60%), Tahunan (-23,13%), 

SKPKB (-29,49%), STP (-

38,42%), dan Lainnya (-55,51%). 

Meskipun pencairan restitusi di 

tahun 2016 mengalami penurunan 

sebesar 18.21%, nampaknya hal 

tersebut tidak terlalu berpengaruh 

terhadap penerimaan PPh 25/29 

Badan tahun 2016. 

Realisasi penerimaan PPh 25/29 

Badan tahun 2016 didominasi 

oleh sektor Industri Pengolahan 

dan sektor Jasa Keuangan dan 

Asuransi yang salah satunya 

disebabkan adanya perbaikan di 

subsektor Industri Produk dari 

Batu Bara dan Pengilangan 

Minyak Bumi. 

7) PPh Pasal 26 

Realisasi penerimaan PPh Pasal 

26 Tahun 2016 mencapai Rp 

43.262,00 miliar (79,39%). 

Penerimaan tahun 2016 

mengalami penurunan sebesar 

10,29% jika dibandingkan tahun 

2015, yang dipengaruhi oleh 

penurunan penerimaan dari 

setoran SKPKB dividen, bunga, 

jasa, laba, dan royalti.  

Penerimaan PPh 26 tahun 2016 

ditopang dari pembayaran dividen 

dan setoran DTP berupa SBN 

Valas. Namun demikian, terdapat 

penurunan dari beberapa jenis 

setoran diantaranya dari 

pembayaran bunga, pembayaran 

royalti, setoran masa, setoran 

SKPKB Div, Bunga, Jasa, Laba, 

Roy, dan setoran pemanfaatan 

jasa pihak ke tiga. 

8) PPh Final 

Realisasi penerimaan PPh Final 

Tahun 2016 mencapai 

Rp117.455,84 miliar (80,61%). 

Penerimaan PPh Final Tahun 

2016 diperoleh dari penerimaan 

PPh Final atas setoran Bunga 

Deposito/Tabungan, setoran 

Pengalihan Hak Tanah/Bangunan, 

Jasa Konstruksi. Penerimaan 

tahun 2016 mengalami penurunan 

sebesar 1,85% jika dibandingkan 

tahun 2015, yang dipengaruhi 

oleh penurunan penerimaan dari 

Revaluasi Aktiva Tetap dan juga 

penurunan penerimaan dari 

Pengalihan Hak Tanah/Bangunan 

akibat adanya penurunan tarif dari 

semula 5% menjadi 2,5% sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 

Tahun 2016. 

9) PPh Non Migas Lainnya 

Realisasi PPh Non Migas Lainnya 

didominasi oleh hasil penerimaan 

uang tebusan Amnesti Pajak yaitu 

sebesar Rp104,67 triliun. 
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B. PPN dan PPnBM 

1) PPN Dalam Negeri (PPN DN) 

Penerimaan PPN DN didominasi 

oleh sektor Industri Pengolahan 

(Batu Bara, Pengilangan Minyak 

Bumi, dan Tembakau) dan sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran 

(Perdagangan Besar Bukan 

Kendaraan, Perdagangan Eceran 

Bukan Kendaraan, dan 

Perdagangan Kendaraan).  

Realisasi penerimaan PPN DN 

Tahun 2016 mencapai Rp 

273.467,49 miliar (85,89%). 

Penerimaan PPN DN tahun 2016 

mengalami pertumbuhan negatif 

sebesar 2,34% jika dibandingkan 

tahun 2015, yang disebabkan 

antara lain oleh penurunan 

penerimaan dari setoran Masa 

(11,10%) sebagai dampak dari 

tingkat konsumsi yang rendah 

serta adanya perlambatan belanja 

pemerintah. Inflasi tahun 2016 

sebesar 3,02% tergolong rendah 

dan berada di batas bawah sasaran 

target inflasi Bank Indonesia 

sebesar 4±1%. Rendahnya tingkat 

inflasi tersebut antara lain 

didorong oleh masih terbatasnya 

permintaan domestik.   

2) PPN Impor 

Realisasi penerimaan PPN Impor 

Tahun 2016 mencapai 

Rp122.679,02Miliar (87,21%). 

Penerimaan PPN DN tahun 2016 

mengalami penurunan sebesar 

5,72% jika dibandingkan tahun 

2015, yang antara lain disebabkan 

adanya penurunan penerimaan 

dari setoran Masa sebagai 

dampak dari penurunan aktivitas 

impor di tahun 2016.  

3) PPnBM Dalam Negeri (PPnBM 

DN) 

Realisasi penerimaan PPnBM DN 

Tahun 2016 mencapai 

Rp11.546,14 miliar (109,95%). 

Penerimaan PPnBM DN tahun 

2016 mengalami pertumbuhan 

sebesar 24,24% jika dibandingkan 

tahun 2015, yang antara lain 

didorong oleh peningkatan 

setoran STP sebesar 3.730,67%.  

Realisasi penjualan mobil 

nasional diluar realisasi penjualan 

mobil LCGC pada tahun 2016 

sebesar -2.51% dari realisasi 

tahun 2015. Selain itu, sesuai 

Peraturan Pemerintah nomor 41 

Tahun 2013 penjualan mobil 

LCGC dikenakan PPnBM dengan 

tarif 0% dari harga jual. Oleh 

karena itu, meningkatnya realisasi 

PPnBM DN pada tahun 2016 di 

tengah penurunan penjualan 

mobil kemungkinan besar 

dipengaruhi oleh harga jual mobil 

baru yang mengalami 

peningkatan. 

4) PPnBM Impor 

Realisasi penerimaan PPnBM 

Impor Tahun 2016 mencapai 
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Rp4.296,02 miliar (99,15%). 

Penerimaan PPnBM Impor tahun 

2016 mengalami pertumbuhan 

sebesar 7,18% jika dibandingkan 

tahun 2015, yang terutama 

didorong oleh adanya beberapa 

Wajib Pajak utama di bidang 

otomotif yang melakukan 

peningkatan aktivitas impor, 

khususnya dalam bentuk 

kendaraan Completely Build Up 

(CBU). Hal ini dilatarbelakangi 

oleh peluncuran model baru 

kendaraan roda empat.  

C. Pajak Lainnya 

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya 

Tahun 2016 mencapai Rp 8.104,24 

miliar (109,30%). Penerimaan Pajak 

Lainnya tahun 2016 mengalami 

pertumbuhan sebesar 45,54% jika 

dibandingkan tahun 2015, terutama 

didorong oleh adanya extra effort 

khususnya berupa pembayaran bunga 

penagihan. 

Upaya yang akan dilakukan untuk 

mengamankan pencapaian target 

penerimaan pajak tahun 2017 dan 

Program Amnesti Pajak sesuai UU 

Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai 

berikut:  

1) Penelitian harta untuk mendorong 

program Pengampunan Pajak 

Periode III. 

2) Peningkatan kepatuhan material 

WP OP Non-Karyawan dan Badan 

dengan memanfaatkan data internal 

dan eksternal. 

3) Penanganan WP Tidak Lapor 

Terdapat Data (TLTD). 

4) Penggalian potensi pajak berbasis 

sektoral nasional dan regional. 

5) Peningkatan kegiatan pengawasan 

bersama (joint analysis) dengan 

Ditjen Bea dan Cukai. 

6) Pengawasan Pengusaha Kena Pajak 

(PKP). 

7) Penyempurnaan peraturan di 

bidang perpajakan yang 

mendukung intensifikasi dan 

ekstensifikasi perpajakan. 

8) Penelitian Bukti Potong. 

9) Peningkatan pengawasan terhadap 

transaksi e-commerce dan Over the 

Top (OTT). 

10) Exchange of Information (EOI) 

untuk Program Intensifikasi. 

11) Pengamanan Penerimaan Pajak atas 

Belanja Pemerintah. 

12) Implementasi Konfirmasi Status 

Wajib Pajak (KSWP) terkait 

pelayanan publik. 

13) Penggalian potensi sektor Regional 

dan WP lainnya disesuaikan 

dengan kondisi wilayah masing-

masing. 

14) Pemanfaatan data Devisa Hasil 

Ekspor (DHE). 

15) Pengawasan terhadap WP yang 

melakukan tax planning secara 

agresif melalui praktik transfer 

pricing. 
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16) Analisis basis data perpajakan 

setelah berlakunya program 

Pengampunan Pajak dan 

Pengawasan atas Surat Pernyataan 

Harta (SPH) Tax Amnesty sesuai 

Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. 

17) Penguatan basis data perpajakan 

melalui optimalisasi pemanfaatan 

data pihak ketiga dan Alat 

Keterangan (Alket). 

18) Pengawasan Wajib Pajak 

Bendahara dengan melakukan 

pembangunan SIMDK Pusat dan 

Daerah yang terintegrasi. 

19) Pengawasan Wajib Pajak Penentu 

penerimaan melalui analisis data 

untuk dinamisasi. 

20) Optimalisasi penerimaan dari 

perluasan basis pajak melalui 

analisis dan inventarisasi potensi 

perluasan baseline TA dan 

melakukan diseminasi data potensi 

taxbase ke unit vertikal. 

21) Penggalian potensi dengan 

menindaklanjuti dan cleansing 

himbauan yang outstanding per 31 

Desember 2016. 

 

2. Sasaran Strategis 2: Pemenuhan 

layanan publik 

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang 

tinggi diukur berdasarkan hasil survei 

kepuasan pengguna layanan oleh lembaga 

independen. Hasil survei positif akan 

meningkatkan citra Direktorat Jenderal 

Pajak. Sasaran strategis pemenuhan 

layanan publik diterjemahkan ke dalam 

IKU Indeks kepuasan pengguna layanan 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Indeks kepuasan pengguna layanan 3,93 4,10 

 

Reformasi birokrasi yang telah dilakukan 

oleh Kementerian Keuangan telah 

memberikan dampak positif bagi 

peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, 

dan peningkatan pelayanan dan 

kepercayaan masyarakat, serta 

mendorong dan menginspirasi 

kementerian lainnya untuk melakukan hal 

yang sama.  

Sasaran reformasi birokrasi, yang 

tercantum dalam Grand Design 

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015, 

mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: 1) 

terwujudnya pemerintah yang bersih dan 

bebas KKN; 2) terwujudnya peningkatan 

kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat; 3) meningkatnya kapabilitas 

dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 

Berkenaan dengan sasaran reformasi 

birokrasi tersebut, tingkat kepuasan 
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pengguna layanan merupakan sebuah 

ukuran atas beberapa berkualitas layanan 

publik yang diberikan Kemenkeu dalam 

memenuhi harapan para pengguna 

layanan. 

Layanan publik merupakan kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk 

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Kualitas 

layanan publik diukur berdasarkan hasil 

survei kepuasan pelanggan oleh lembaga 

independen sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, yaitu sebagai berikut:   

1) Keterbukaan/kemudahan akses 

informasi 

2) Informasi Layanan 

3) Kesesuaian Prosedur dengan 

Ketentuan yang Ditetapkan 

4) Sikap Pegawai 

5) Kemampuan dan Keterampilan 

Pegawai 

6) Lingkungan Pendukung 

7) Akses terhadap Layanan 

8) Waktu Penyelesaian Layanan 

9) Pembayaran Biaya Sesuai 

Aturan/Ketentuan yang Ditetapkan 

10) Pengenaan Sanksi/Denda atas 

Pelanggaran terhadap Ketentuan 

Layanan 

11) Keamanan Lingkungan dan Layanan 

Sebagai sebuah organisasi publik yang 

mengedepankan pelayanan, DJP dituntut 

untuk berproses memperbaiki kinerja 

pelayanan dari masa ke masa. Pelayanan 

yang semakin baik akan diharapkan dapat 

memberikan stigma positif di mata 

konsumen, dalam hal ini para wajib pajak. 

Untuk mengukur kepuasan pengguna 

layanan, Kementerian Keuangan 

melakukan survei kepuasan pengguna 

layanan terhadap unit eselon I yang 

memiliki unit kerja pelayanan di berbagai 

daerah, termasuk DJP yang memiliki 341 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang 

tersebar pada 33 Kantor Wilayah 

(Kanwil) di seluruh Indonesia. survei 

dilaksanakan di enam kota besar di 

Indonesia, yaitu Medan, Batam, Jakarta, 

Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. 

Jenis layanan DJP yang disurvei adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

No Jenis Layanan DJP 

1 Pelayanan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) wajib pajak 

2 Pelayanan permohonan Pemindahbukuan (Pbk) karena adanya kelebihan 

pembayaran pajak atau karena salah atau kurang jelas mengisi Surat Setoran Pajak 
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No Jenis Layanan DJP 

(SSP) 

3 Pelayanan penyelesaian permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) 

4 Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

 

Capaian DJP atas target IKU Indeks 

Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2016 

sebesar 4,10. Capaian ini melampaui 

target yang telah ditetapkan di awal tahun 

yaitu sebesar 3,93 dan terdapat kenaikan 

yang signifikan dibandingkan dengan 

capaian tahun sebelumnya yaitu 3,87. 

Hasil ini diharapkan dapat 

menggambarkan kinerja pelayanan DJP 

yang semakin baik dan tentunya dapat 

berimbas pada peningkatan kinerja 

penerimaan yang semakin tinggi.  

 

 

 

Perbandingan antara target dan realisasi 

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJP 

dari tahun 2011 sampai dengan tahun 

2014 meningkat, namun di tahun 2015 

menurun karena konsep pelaksanaan 

survei berbeda dari sisi target responden 

dan jumlah responden per kota. Untuk 

tahun 2016 target kembali meningkat 

menjadi 3,93 dengan capaian yang 

melebihi target awal tahun yaitu sebesar 

4,10. 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 

Keuangan 2015-2019 menyebutkan 

Indeks kepuasan pengguna layanan 

menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) 

pada DJP yang dimulai pada tahun 2015 

dengan target sebesar 3,91 (skala 5) 

hingga mencapai 3,99 (skala 5) pada 
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tahun 2019. Sedangkan tahun 2016 

sendiri mendapatkan target sebesar 3,93. 

Dengan realisasi indeks sebesar 4,10, 

berarti capaian tahun 2016 mampu 

melebihi target kinerja maupun Renstra 

yang telah ditetapkan. 

Pada tahun 2016, Pemerintah bersama 

dengan DPR menerbitkan Undang-

Undang Amnesti Pajak. Pada 

pelaksanaannya, DJP dan pihak-pihak 

terkait bekerja sama untuk melakukan 

sosialisasi dan gencar menyebarluaskan 

informasi Amnesti Pajak melalui berbagai 

macam media. Bahkan dalam 

menyukseskan Amnesti Pajak, Presiden 

Republik Indonesia turun langsung 

melakukan sosialisasi di beberapa kota 

besar di Indonesia. Selain itu, DJP juga 

memberikan pelayanan yang maksimal 

terhadap Wajib Pajak yang ingin 

memanfaatkan fasilitas Amnesti Pajak. 

Program Amnesti Pajak di Indonesia 

merupakan yang tersukses di dunia dari 

segi nominal capaiannya. Dengan 

program ini, masyarakat diharapkan lebih 

peduli dan taat untuk menjalankan 

kewajiban perpajakannya. Tingginya nilai 

indeks kepuasan pengguna atas layanan 

yang dilakukan oleh DJP mungkin juga 

didapat karena Wajib Pajak menilai DJP 

telah mengawal dan memberikan 

pelayanan maksimal kepada Wajib Pajak 

yang ingin mengikuti Amnesti Pajak. 

 

 

 

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan 

capaian kinerja antara lain: 

1) Responden dari pihak Wajib Pajak 

(eksternal) sehingga tingkat kontrol 

terhadap capaian sangat rendah. Hal 

ini dimaksudkan pada dan kesediaan 

Wajib Pajak untuk dijadikan 

responden survei. Selain itu, tingkat 

pemahaman dari Wajib Pajak 

cenderung tidak sama satu sama lain. 

2) Survei dilakukan di kota-kota besar 

saja. Kota besar memiliki 

kecenderungan warganya yang lebih 

kritis terhadap kebijakan/peraturan 

yang dikeluarkan oleh 

DJP/Pemerintah. 

 

Upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 

2016 untuk menunjang pencapaian 

pernyataan kinerja antara lain melalui 

program/kegiatan: 

 

1) Monitoring dan evaluasi layanan 

DJP. 

2) Survei Kepuasan Penggunaan 

Layanan DJP Tahun 2016. 

3) Sosialisasi peraturan terkait 

pelayanan perpajakan kepada unit 

vertikal pelaksana pelayanan. 

4) Koordinasi pelaksanaan pemberian 

layanan dengan unit vertikal. 

5) Peningkatan fungsi Tax Knowledge 

Base (TKB). 

6) Pemutakhiran (update) TKB offline, 

pembuatan TKB mobile yang dapat 

diakses melalui gadget berbasis 

Android dan iOS. 

7) Persiapan Standardisasi Tempat 

Pelayanan Terpadu (TPT) yaitu 

mapping kebutuhan sarana dan 

prasarana yang ada di Tempat 

Pelayanan Terpadu (TPT). 

8) Menyelenggarakan layanan e-Filing 

di Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Pajak, berupa pendampingan kepada 
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Wajib Pajak yang akan 

menyampaikan SPT Tahunan 

melalui e-Filing.  

9) Inventarisasi pos/pojok pajak yang 

rutin dilaksanakan secara periodik 

dalam rangka mendekatkan 

pelayanan kepada WP di lingkungan 

DJP. 

10) Penyusunan pilot projectMobile Tax 

Unit (MTU). 

11) Tindak lanjut pengaduan pelayanan 

perpajakan.  

12) Bimbingan teknis pengaduan kepada 

unit vertikal untuk menyeragamkan 

pelaksanaan pemberian layanan di 

KPP.  

3. Sasaran Strategis 3: Kepatuhan wajib 

pajak yang tinggi 

Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak 

yang tinggi, diharapkan nantinya akan 

berbanding lurus dengan tingkat 

penerimaan pajak. Oleh karena itu, 

identifikasi untuk mencapai sasaran 

strategis tersebut menghasilkan IKU 

Persentase tingkat kepatuhan formal 

wajib pajak dengan penjelasan sebagai 

berikut. 

Nama IKU Target 

2016 

Realisasi 

2016 

Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak 72,50% 63,15 

  

Realisasi rasio kepatuhan penyampaian 

SPT Tahunan pada tahun 2016 sebesar 

63,15% dari target yang telah ditetapkan 

sebesar 72,50%. Rasio kepatuhan tahun 

2016 tumbuh dibandingkan dengan tahun  

 

2015 sebesar 2,73% (realisasi rasio 

kepatuhan tahun 2015 sebesar 60,42%). 

Pencapaian rasio kepatuhan penyampaian 

SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d. 2016 

dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini. 

 

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d. 2016 

NO  URAIAN/TAHUN 2013 2014 2015 2016 

1 Wajib Pajak Terdaftar 24.347.763 27.379.256 30.044.103 32.769.215 

2 Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT 17.731.736 18.357.833 18.159.840 20.165.718 

3 Target Rasio Kepatuhan (%) 65,00% 70,00% 70,00% 72,50% 

4 Target Rasio Kepatuhan- SPT ( 3 X 2) 11.525.628                  12.852.301 12.711.888 14.620.146 

5 Realisasi SPT 9.966.833 10.852.301 10.972.336 12.735.463 

6 Rasio Kepatuhan ( 5 : 2 )  56,21% 59,12% 60,42% 63,15% 

7 Capaian Rasio Kepatuhan  ( 5 : 4 )  86,48% 84,45% 86,32% 87,10% 

   Sumber: Dashboard Kepatuhan diakses pada tanggal 3 Januari 2017 

Tabel di atas menggambarkan 

perkembangan rasio kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan dari tahun 

2013 s.d. 2016. Secara capaian, dapat 

terlihat bahwa terdapat kenaikan capaian 

setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2014, 
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capaian rasio kepatuhan mengalami 

penurunan. Meskipun, terjadi kenaikan 

setiap tahunnya, capaian rasio kepatuhan 

masih berada di bawah target yang telah 

ditetapkan dengan berdasarkan target yang 

tercantum dalam Renstra Kemenkeu 2015-

2019 dimana setiap tahunnya mendapat 

kenaikan target sebesar 2,25% dari 70% di 

tahun 2015 hingga 80% di tahun 2019. 

Berikut permasalahan yang menyebabkan 

masih rendahnya rasio kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan pada tahun 

2016: 

a) Faktor Internal 

1) Fokus kegiatan tahun 2016 

adalah pengamanan penerimaan 

dengan meningkatkan kepatuhan 

pembayaran dan pelaporan WP 

Badan dan OP Non Karyawan. 

Dari target rasio kepatuhan WP 

bayar dan lapor atas WP Badan 

dan OP Non Karyawan yang 

ditetapkan sebesar 27,50%, 

realisasi rasio sebesar 26,75% 

atau tumbuh 1,07% 

dibandingkan dengan rasio tahun 

2015 sebesar 25,66%. Akan 

tetapi, peningkatan realisasi rasio 

kepatuhan pembayaran dan 

pelaporan WP Badan dan OP 

Non Karyawan tidak bisa secara 

signifikan mendorong 

pencapaian rasio kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan 

secara total disebabkan struktur 

WP terdaftar didominasi WP OP 

Karyawan. 

2) Masih banyaknya WP OP 

Terdaftar yang sebenarnya tidak 

memenuhi kewajiban objektif 

(WP OP dengan penghasilan di 

bawah PTKP). 

3) Belum optimalnya pemanfaatan 

data internal (Approweb dan 

Aplikasi Portal DJP) dan data 

eksternal atas WP yang tidak 

menyampaikan SPT. 

b) Faktor Eksternal 

Kesadaran WP yang masih rendah 

dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

 

Untuk mendukung tercapainya target rasio 

kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 

2016, DJP telah mengeluarkan kebijakan, 

menjalankan program, dan melakukan 

pengawasan sebagai berikut: 

1) Memberikan petunjuk tentang 

langkah-langkah dan strategi yang 

harus dilakukan Kanwil DJP dan KPP 

dalam upaya peningkatan kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh WP 

dengan menerbitkan Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

07/PJ/2016 tentang Penetapan Target 

dan Strategi Pencapaian Rasio 

Kepatuhan Wajib Pajak pada Tahun 

2016. 

2) Penetapan WP Terdaftar Wajib SPT 

Tahunan PPh per 31 Desember 2015 
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sesuai dengan Surat Direktur Potensi, 

Kepatuhan dan Penerimaan Nomor S-

105/PJ.08/2016 tanggal 31 Maret 

2016. 

3) Evaluasi Tindak Lanjut Pemanfaatan 

Data WP yang Tidak Menyampaikan 

SPT Tahunan Namun Terdapat Data 

Transaksi atau Kegiatan Usaha Selama 

Tahun 2015 dan Pelaksanaannya 

Tahun 2016  sesuai dengan Surat 

Direktur Potensi, Kepatuhan dan 

Penerimaan Nomor S-40/PJ.08/2016 

tanggal 9 Februari 2016. 

4) Menetapkan strategi pencapaian target 

e-Filing tahun 2016 sesuai dengan 

Surat Direktur Penyuluhan, Pelayanan, 

dan Hubungan Masyarakat nomor S-

85/PJ.09/2016.  

5) Menindaklanjuti WP yang tidak 

menyampaikan SPT Tahunan akan 

tetapi terdapat data transaksi (S-

167/PJ.08/2016), dan 

menyelaraskannya dengan kegiatan 

ekstensifikasi (S-113/PJ.08/2016). 

6) Instruksi untuk memanfaatkan 

momentum program Amnesti Pajak 

Tahun 2016. 

7) Melakukan upaya-upaya peningkatan 

penyampaian SPT Tahunan secara 

elektronik oleh WP OP (S-

166/PJ.10/2016). 

 

4. Sasaran Strategis 4: Pelayanan Prima 

Pemberian pelayanan sesuai dengan standar 

dan prosedur yang ditetapkan, 

menghasilkan outputlayanan yang dapat 

dimanfaatkan oleh customer, dan sesuai 

kebutuhan wajib pajak. Pelayanan prima 

membuktikan bahwa DJP mampu 

memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat. Hal ini diterjemahkan melalui 

IKU Jumlah penyampaian SPT melalui e-

Filing sebagai berikut. 

 

 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Jumlah penyampaian SPT melalui e-Filing 7.000.000 SPT 8.441.188 SPT 

 

Penyampaian SPT melalui e-Filing merupakan 

salah satu bentuk layanan yang diberikan 

kepada publik (Wajib Pajak) untuk memberi 

kemudahan dalam melaporkan SPT. Wajib 

Pajak tidak perlu lagi datang ke KPP tetapi 

dapat melaporkan SPT di mana saja sepanjang 

terdapat koneksi internet. 

E-Filing merupakan satu solusi yang DJP 

upayakan dalam pengelolaan SPT Tahuhan 

yang semakin lama semakin besar. Semakin 

banyak SPT yang diolah maka akan semakin 

banyak sumber daya yang digunakan, baik 

sumber daya manusia maupun biaya 

pengolahan yang tinggi. Seiring dengan 

Perkembangan tehnologi memberikan 

kesempatan kepada Direktorat Jenderal Pajak 

untuk mengembangkan layanan pelaporan SPT 

elektronik yang dapat memberikan kemudahan 

Wajib Pajak dalam melaporkan SPT 

(menurunkan compliance cost) dan 
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menurunkan biaya pengolahan dokumen DJP 

(administration cost). Percepatan dan 

pengoptimalan SPT Tahunan menjadi data 

yang siap dijadikan obyek penggalian potensi 

juga merupakan tujuan penerapan e-Filing 

tersebut. 

Untuk mendorong Wajib Pajak migrasi dari 

pelaporan SPT kertas menuju pelaporan SPT 

elektronik dan mempercepat implementasi 

Layanan pelaporan SPT elektronik, Direktorat 

Jenderal Pajak memperluas kapabilitas TIK 

dan mengeluarkan berbagai kebijakan melalui 

Inisiatif 11 Transformasi Kelembagaan yaitu 

migrate tax payer to e-Filing. 

Target penyampaian SPT melalui e-Filing 

pada tahun 2016 adalah sebesar 7.000.000 SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan. Pelaporan SPT 

melalui e-Filing ini adalah pelaporan SPT 

dalam bentuk dokumen elektronik melalui 

situs djponline.pajak.go.id. Sampai dengan 31 

Desember 2016 jumlah SPT yang dilaporkan 

sebesar 8.441.188 SPT yang berasal dari  

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, baik 

yang melalui DJP Online maupun e-SPT yang 

disampaikan secara langsung ke KPP dan e-

SPT yang disampaikan melalui ASP. 

Pencapaian IKU ini merupakan hasil kerja 

sama dan kerja keras seluruh Direktorat dan 

unit vertikal di DJP sesuai dengan tugas dan 

kewenangannya masing-masing

 

Pelaporan SPT 

Elektronik 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Target 0,7 juta 2 juta 7 juta 14 juta 18 juta 24 juta 

Realisasi 1.081.492 2.804.510 8.441.188 - - - 

Capaian 154,5% 130.23% 120,58%    
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Beberapa kendala yang dihadapi selama 

pelaksanaan kegiatan untuk mencapai 

IKU ini antara lain: 

1) pengetahuan Wajib Pajak tentang 

tata cara penghitungan kewajiban 

pajak, teknologi komputer dan 

internet; 

2) coverage jaringan internet yang 

tidak merata di seluruh wilayah 

Indonesia 

3) perilaku Wajib Pajak yang menunda 

pemenuhan kewajiban sampai 

dengan batas akhir penyampaian 

SPT; 

4) keterbatasan kapabilitas TIK DJP; 

5) Sesuai dengan dokumen 

Transformasi Kelembagaan DJP 

tahun 2014 s.d. 2019, persentase 

target pencapaian pelaporan SPT 

secara elektronik tahun 2016 adalah 

sebesar 27% dari jumlah Wajib Pajak 

yang melapor. Prasyarat jumlah SPT 

melalui e-Filing tidak tercapai, yaitu 

jumlah WP yang melapor sebesar 23 

juta dari total 38 juta Wajib Pajak 

terdaftar. Sementara pada 

kenyataannya, Wajib Pajak yang 

melapor hanya sebesar 8,5 Juta dari 

total 32 Juta Wajib Pajak yang 

terdaftar. 

6) Sistem pelaporan online yang 

overload di akhir batas waktu 

penyampaian SPT Tahunan OP (31 

Maret 2016), sehingga menyebabkan 

banyaknya antrian Wajib Pajak yang 

belum terlayani di sistem pelaporan 

online.  

 

Untuk mengatasi kendala-kendala 

tersebut dapat dilakukan beberapa 

langkah berikut: 

1) Capacity Planning dalam hal 

Peningkatan infrastruktur; 

2) Pengenaan sanksi atas keterlambatan 

menyampaikan SPT bagi Wajib 

Pajak yang menyampaikan SPT 

secara elektronik diundur sampai 

dengan setelah tanggal 30 April 

2016; 

3) Mengirimkan data kepada seluruh 

KPP untuk menghimbau para 

karyawan yang memiliki bukti 

potong 1721 A1, tetapi belum 

melaporkan SPT Tahunan. 

4) Pembentukan Tim Inisiatif 11 

Program Transformasi Kelembagaan 

untuk mengawal proses 

implementasi dan change 

management inisiative; 

5) Penyederhanaan prosedur dan 

penaataan ketentuan e-filing; 

6) Integrasi layanan online DJP dan 

peningkatan standar keamaan 

layanan; 

7) Peningkatan dan perluasan 

kapabilitas TIK; 

8) Pembenahan tata kelola pihak ketiga 

dalam penyediaan layanan. 
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5. Sasaran Strategis 5: Peningkatan 

efektivitas penyuluhan 

Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang 

hak dan kewajiban perpajakan serta 

pemberitaan dan informasi positif 

mengenai perpajakan yang dapat 

menumbuhkan pengertian Wajib Pajak 

terhadap masalah-masalah perpajakan. 

 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Tingkat efektivitas penyuluhan 73 79,84 

 

Kegiatan penyuluhan merupakan upaya dan 

proses memberikan informasi perpajakan 

untuk menghasiIkan perubahan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia 

usaha, aparat serta lembaga pemerintah 

maupun non pemerintah agar terdorong untuk 

paham, sadar, peduIi dan berkontribusi dalam 

meIaksanakan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Capaian DJP atas target IKU Tingkat 

Efektivitas Penyuluhan tahun 2016 sebesar 

79,84. Capaian ini melampaui target yang 

telah ditetapkan di awal tahun yaitu sebesar 73 

dan terdapat penurunan meskipun kecil 

dibandingkan dengan capaian tahun 

sebelumnya yaitu 79,90. Hasil ini 

mengindikasikan upaya DJP dalam 

mengedukasi Wajib Pajak melalui kegiatan 

Penyuluhan telah berjalan dengan baik dan 

konsisten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antara target dan realisasi Tingkat Efektivitas 

Penyuluhan DJP dari tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2015 meningkat, namun di tahun 

2016 menurun karena konsep pelaksanaan 

survei berbeda dari jumlah responden. Jumlah 

responden pada tahun 2016 hampir 4 kali lebih 

banyak daripada jumlah responden pada tahun 

2015. Sedangkan, untuk tahun 2014, DJP tidak 

dapat melakukan survei dikarenakan hingga 

akhir waktu yang ditentukan, lelang tidak 

berhasil mendapatkan pemenang yang akan 

melakukan survei. 

Salah satu sasaran strategis pada Renstra DJP 

tahun 2015-2019 adalah Peningkatan 
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Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan. 

Peningkatan Efektivitas Penyuluhan dan 

Kehumasan salah satunya diukur dengan IKU 

Tingkat Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang 

dilakukan DJP untuk meningkatkan strategi 

dan kualitas penyuluhan yang dilakukan oleh 

DJP agar masyarakat memperoleh informasi 

perpajakan yang cukup dan pemahaman 

mengenai pajak dapat secara komprehensif 

diterima.  

Pencapaian target efektivitas penyuluhan tidak 

terlepas dari aktivitas dan sarana yang 

mendukung sebagai berikut. 

1) Adanya aplikasi monitoring kegiatan 

penyuluhan. Melalui aplikasi ini, 

Direktorat P2Humas dapat mengetahui 

progress penyuluhan yang dilakukan unit 

vertikal di daerah-daerah, jumlah Wajib 

Pajak/masyarakat yang telah disuluh, 

serta apa saja kesulitan yang terjadi pada 

saat melakukan penyuluhan. 

2) Program Amnesti Pajak yang 

dicanangkan oleh pemerintah sedikit 

banyak telah membuka wawasan 

masyarakat tentang pentingnya pajak dan 

kewajiban untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya dengan benar, membantu 

Direktorat P2Humas untuk menentukan 

tema dan materi serta menentukan sasaran 

Wajib Pajak/masyarakat yang akan 

disuluh. Kerja sama dengan 

instansi/lembaga terkait pun dilakukan, 

terutama yang ingin mendapatkan 

informasi mengenai program Amnesti 

Pajak khususnya dan peraturan 

perpajakan pada umumnya 

Pada dasarnya, penyuluhan dilakukan untuk 

memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai 

perpajakan, baik hak maupun kewajiban Wajib 

Pajak. Namun, rendahnya pengetahuan dan 

keterampilan perpajakan oleh Wajib Pajak 

menjadi tantangan bagi segenap aparatur pajak 

untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas 

penyuluhan sehingga tingkat pemahaman 

Wajib Pajak semakin baik. 

Pencapaian target efektivitas penyuluhan tidak 

terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan pada 

tahun 2016 antara lain melalui 

program/kegiatan: 

1) Membuat materi sosialisasi/penyuluhan 

yang sederhana, jelas dan mudah 

dipahami melalui peningkatan kapasitas 

tenaga pembuat materi penyuluhan; 

2) Meningkatkan kemampuan penyuluh 

dalam menguasai materi penyuluhan 

dengan membekali petugas penyuluh 

dengan aplikasi Tax Kwoledge Based 

(TKB) dan mengadakan kegiatan IHT 

terkait peraturan perpajakan yang baru; 

3) Meningkatkan kemampuan komunikasi 

tenaga penyuluh melalui diklat DTSS 

(Diklat Teknis Substantif Spesialis). 

6. Sasaran Strategis 6: Peningkatan 

efektivitas kehumasan 

Kehumasan yang efektif adalah 

pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk 

penyampaian informasi perpajakan kepada 

masyarakat dalam rangka membangun 

reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan 

mendukung upaya peningkatan kepatuhan 

wajib pajak. 



 
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Tingkat efektivitas kehumasan 73 78,64 

 

Kegiatan kehumasan adalah semua 

bentuk publikasi dan komunikasi dengan 

semua institusi baik internal maupun 

eksternal yang berkaitan dengan 

informasi perpajakan. Sebagai satu 

instansi publik, DJP membutuhkan peran 

serta instansi pemerintah, lembaga, 

asosiasi, dan pihak lain dalam 

mempublikasi dan mengedukasi 

masyarakat dalam memperoleh informasi 

perpajakan. Oleh karena itulah, peran 

kehumasan DJP sangat besar dan 

diharapkan dapat semakin efektif 

sehingga dapat memberi citra DJP yang 

positif di mata masyarakat. 

Efektivitas kehumasan diterjemahkan 

dengan IKU Tingkat Efektivitas 

Kehumasan yang diukur melalui survei 

kehumasan yang akan memberikan 

gambaran seberapa efektifkah kegiatan 

kehumasan yang dilakukan oleh DJP 

selama tahun 2016. 

Capaian DJP atas target IKU Tingkat 

Efektivitas Kehumasan tahun 2016 

sebesar 78,64. Capaian ini melampaui 

target yang telah ditetapkan di awal tahun 

yaitu sebesar 73 dan meningkat dari tahun 

2015 yaitu 76,72. Hasil ini 

mengindikasikan upaya DJP dalam 

menyebarluaskan informasi perpajakan 

kepada Wajib Pajak/masyarakat melalui 

berbagai media informasi telah berjalan 

dengan baik dan konsisten.  

 

 

 

 

 

 

Perbandingan target dan realisasi Tingkat 

Efektivitas Kehumasan DJP dari tahun 

2013 sampai dengan tahun 2016 terus 

meningkat. Jumlah responden pada tahun 

2016 hampir 4 kali lebih banyak daripada 

jumlah responden pada tahun 2015. 

Namun, serupa dengan survei efektivitas 

penyuluhan, survei efektivitas kehumasan 

untuk tahun 2014 urung dilaksanakan. 

Hal ini dikarenakan paket lelang survei 

tersebut tidak mendapatkan pemenang 

hingga akhir masa pelelangan.  

DJP melalui Direktorat P2Humas gencar 

menyebarluaskan informasi perpajakan, 

terutama Program Amnesti Pajak yang 

dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 
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2016 khususnya, serta informasi 

perpajakan pada umumnya dengan 

intensif melalui berbagai media baik cetak 

maupun elektronik.  

Kegiatan kehumasan mampu dan 

membuka wawasan masyarakat tentang 

pentingnya pajak dan kewajiban untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya 

dengan benar, membantu Direktorat 

P2Humas untuk menentukan materi serta 

menentukan sasaran wajib 

pajak/masyarakat yang dijadikan sasaran 

kehumasan. Pun dengan instansi 

pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak 

lain, diharapkan ke depan kerjasama yang 

dijalin mampu membentuk simbiosis 

mutualisme di antara kedua belah pihak 

sehingga mampu meningkatkan 

penerimaan negara melalui pajak dapat 

tercapai. 

7. Sasaran Strategis 7: Peningkatan 

ekstensifikasi perpajakan 

Penambahan wajib pajak baru merupakan 

salah satu upaya meningkatkan 

penerimaan pajak melalui kegiatan 

ekstensifikasi. Wajib pajak yang 

berkualitas dan sadar akan kewajiban 

perpajakannya, terutama dalam 

melakukan pembayaran pajak, akan terus 

dikelola sejak pendaftaran, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan 

penerimaan perpajakan baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. IKU 

yang diidentifikasi untuk mencapai 

sasaran strategis peningkatan 

ekstensifikasi perpajakan adalah sebagai 

berikut. 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Persentase Wajib Pajak baru hasil 

ekstensifikasi yang melakukan 

pembayaran 

100% 

(330.000 Wajib Pajak) 

86,46% 

(285.313 Wajib Pajak) 

 

IKU Persentase WP baru hasil 

ekstensifikasi yang melakukan 

pembayaran merupakan IKU yang 

mengukur Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas, yang merupakan hasil 

ekstensifikasi dan terdaftar pada tahun 

berjalan, serta melakukan pembayaran 

pada tahun berjalan tersebut. 

 

 

Capaian kinerja IKU tersebut berupa 

Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang 

melakukan pembayaran selama tahun 

2016 tercapai sebanyak 285.313 WP atau 

86,46% dari target 330.000 WP. 
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IKU 2015 2016 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

Persentase WP baru 

hasil ekstensifikasi yang 

melakukan pembayaran  

100% 50,88% 50,88% 100% 86,46% 86,46

% 

 

Tahun 2015, IKU Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran 

ditargetkan sebesar 300.000 WP dengan pencapaian 152.644 WP atau sekitar 50,88%. Jika 

dibandingkan antara realisasi tahun 2015 dengan tahun 2016, ada peningkatan persentase 

realisasi target IKU tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 69,93%. 

 

Pencapaian realisasi IKU Persentase Wajib 

Pajak baru hasil ekstensifikasi yang 

melakukan pembayaran disebabkan oleh 

upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP secara 

optimal baik melalui kegiatan pembinaan, 

edukasi, penyuluhan maupun pengawasan 

Wajib Pajak baru sebagaimana tugas dan 

fungsi yang dimiliki oleh Seksi Ekstensifikasi 

dan Penyuluhan. Kegiatan-kegiatan tersebut 

dilaksanakan secara terencana dan masif baik 

dilaksanakan secara mandiri maupun melalui 

kerja sama dengan pihak lain. Selain tujuan 

untuk meningkatkan angka kepatuhan, dalam 

rangka mencapai target extra effort 

ekstensifikasi yang cukup besar, KPP 

berupaya untuk menambah penerimaan dari 

Wajib Pajak baru yang terdaftar di tahun 

berjalan mengingat tidak mungkin hanya 

mengandalkan penerimaan dari Wajib Pajak 

baru existing saja. Hal inilah yang mendasari 

upaya maksimal dari KPP dalam mendorong 

kepatuhan pembayaran dari Wajib Pajak baru 

di tahun berjalan. 

Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi 

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

1) Masih banyaknya Wajib Pajak baru yang 

daftar secara sukarela tetapi secara 
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objektif belum memenuhi syarat sehingga 

agak sulit untuk mendorong WP 

membayar pajak. 

2) Kendala dalam kemudahan cara 

pembayaran pajak mengingat 

keterbatasan infrastruktur serta variasi 

tingkat literasi Wajib Pajak. 

3) Keterbatasan data dan informasi 

tentang Wajib Pajak sehingga 

kesulitan dalam mengetahui potensi 

Wajib Pajak. 

4) Minimnya tingkat kesadaran Wajib 

Pajak dalam mengikuti kegiatan 

penyuluhan pajak seperti Kelas Pajak. 

Kegiatan pembinaan, edukasi dan 

penyuluhan dilaksanakan melalui: 

1) Program triple one secara 

berkelanjutan dan pelaksanaan kelas 

pajak sebagai media untuk 

mendorong dan mengajak Wajib 

Pajak memahami dan memiliki 

keinginan untuk patuh. 

2) Pelaksanaan penyuluhan melalui 

konsep Business Development 

Services (BDS) yang menawarkan 

metode penyuluhan yang baru 

dengan mengombinasikan antara 

materi perpajakan dengan materi 

yang dibutuhkan oleh para pelaku 

usaha (UMKM) dalam 

pengembangan usaha. 

3) Sebagai sosialisasi awal, Wajib Pajak 

yang baru terdaftar diberikan 

informasi mengenai hak dan 

kewajiban perpajakan secara singkat 

melalui program intim (informasi 

tiga menit) yang dilakukan oleh front 

desk. 

4) Penyampaian Surat Imbauan 

pemenuhan kewajiban perpajakan. 

5) Pemanfatan SMS Blast. 

 

Dalam rangka memberikan kemudahan 

kepada Wajib Pajak dalam melakukan 

pembayaran pajak, KPP melakukan upaya 

jemput bola dengan memanfaatkan 

fasilitas mini ATM atau mesin Electronic 

Data Capture (EDC) untuk 

menjangkau/mendatangi Wajib Pajak 

yang bermaksud untuk membayar pajak. 

Program Amnesti Pajak tahun 2016 pun 

diyakini memberikan pengaruh kepada 

jumlah Wajib Pajak baru yang melakukan 

pembayaran pajak melalui pembayaran 

uang tebusan. Cukup banyak Wajib Pajak 

baru maupun Non Efektif (NE) yang 

mengikuti Amnesti Pajak, semata untuk 

memanfaatkan kesempatan emas untuk 

mendeklarasikan harta yang belum pernah 

dilaporkan pada SPT Tahunan serta 

penghapusan sanksi administrasi 

perpajakan. 

8. Sasaran Strategis 8: Peningkatan 

pengawasan wajib pajak 

Wajib pajak sejak pertama kali 

melakukan pendaftaran akan dikelola 

melalui pembinaan demi mendapatkan 

pemahaman dan pengetahuan mengenai 

kewajiban perpajakan. Setelah dilakukan 

pembinaan, maka aparatur pajak akan 
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melakukan pengawasan terhadap wajib 

pajak demi meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak, baik formal maupun 

material. Persentase himbauan SPT yang 

selesai ditindaklanjuti merupakan 

pengejawantahan dari sasaran strategis 

Peningkatan pengawasan wajib pajak. 

 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Persentase himbauan SPT yang selesai 

ditindaklanjuti 

100% 140,78% 

 

IKU ini mengukur tingkat efektivitas 

pengawasan yang dilakukan oleh Account 

Representative (AR) terhadap wajib pajak 

dalam bentuk pemanfaatan data 

Approweb dan data lainnya yang telah 

ditindaklanjuti melalui surat himbauan. 

Surat himbauan yang dimaksud meliputi 

surat himbauan SPT Tahunan dan SPT 

Masa. 

 

 

Himbauan yang ditindaklanjuti selama 

2016 adalah sebanyak 487.600 himbauan 

SPT dengan target yang ditetapkan 

sebanyak 346.347 himbauan SPT 

sehingga pencapaian IKU pada tahun 

2016 mencapai 140,78%, jauh melebihi 

target yang telah ditetapkan sebesar 

100%. Berikut ditampilkan rincian 

pencapaian kinerja IKU Persentase 

himbauan SPT yang selesai 

ditindaklanjuti per periode pelaporan. 

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 

2015, capaian tahun 2016 terjadi 

penurunan angka capaian secara angka 

mutlak surat himbauan SPT dan persentase 

capaian IKU. Tahun 2015, dengan target 

322.565 himbauan, terealisasi sebanyak 

494.213 himbauan. Tahun 2016, dengan 

tujuan agar coverage himbauan lebih luas 

dan meningkat, target himbauan yang 

ditindaklanjuti dinaikkan menjadi 346.347 

himbauan. Namun, surat himbauan yang 

ditindaklanjuti sebanyak 487.600 

himbauan SPT. Begitupun dengan 

persentase yang turun dari 153,21% pada 

tahun 2015 menjadi 140,78% pada tahun 

2016. 

Pencapaian target kinerja pada tahun 2016 

tidak terlepas pada program/kegiatan yang 

menunjang dan mendukung keberhasilan 

pencapaian target, adalah sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan Forum Nasional AR dan 

Kepala Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi dalam upaya penajaman 

strategi pengamanan penerimaan 

pajak tahun 2016; 

2) Penentuan sektor-sektor tertentu 

yang diprioritaskan untuk dilakukan 

penggalian potensi pajak; 
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a) Permintaan penentuan sektor 

regional dan WP Orang Pribadi 

yang dilakukan sesuai kondisi 

masing-masing (sektor prioritas) 

melalui S-85/PJ.08/2016; 

b) Koordinasi dan supervisi KPK 

pertambangan dan Perkebunan; 

c) Permohonan Hak Akses 

Minerba One Map Indonesia 

(MOMI) melalui surat S-

205/PJ.08/2016; 

3) Penyusunan modul/panduan 

penggalian potensi pajak berbasis 

data pihak ketiga; 

a) Penyusunan panduan 

penggalian potensi pajak 

melalui pemanfaatan data IMB, 

BKPM, DHE dan tagihan listrik 

(S-104/PJ.08/2016); 

b) Finalisasi e-book mengenai 

kesuksesan penggalian potensi 

pajak dari KPP terpilih; 

c) Publikasi buku Panduan 

Memahami Modus 

Penghindaran Pajak, Panduan 

Melakukan Analisis Risiko 

untuk Penggalian Potensi Pajak, 

dan Contoh Penerapan Analisis 

Risiko untuk Penggalian Potensi 

Pajak melalui Approweb; 

d) Penyampaian Petunjuk 

Pemanfaatan Data Dalam 

Rangka Penggalian Potensi 

Notaris/Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) dan 

Pemutakhiran Data Wajib Pajak 

Notaris/PPAT; 

e) Penerbitan Modul Pemanfaatan 

Data Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, Modul Tindak 

Lanjut Benchmark Behavioral 

Model (BBM) 2016, dan 

Panduan Analisis Risiko 

Transfer Pricing di Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi; 

4) Optimalisasi pemanfaatan data; 

a) Penyusunan langkah strategis 

penggalian potensi pajak sektor 

perdagangan dan WP Orang 

Pribadi (S-92/PJ.08/2016); 

b) Penyandingan data perpajakan 

mengenai undian gratis 

berhadiah dari Kementerian 

Sosial RI dan penurunan data 

tersebut ke KPP yang 

bersangkutan; 

c) Pengawasan penyelesaian saldo 

himbauan yang mendekati jatuh 

tempo; 

d) Pendistribusian data potensi 

pajak ke KPP melalui Kanwil 

DJP dengan Surat Nomor S-

295/PJ.08/2016; 

e) Penerbitan Modul Pengawasan 

WP sebagai pedoman 

penggunaan aplikasi Approweb 

Gen 3; 

f) Pengawasan atas transaksi e-

commerce dan over the top; 

g) Melaksanakan joint anaysis 

antara DJP-DJBC; 
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5) Penyusunan strategi pengawasan WP 

terkait program Amnesti pajak; 

a) Penyusunan strategi 

pengamanan pencapaian target 

penerimaan pajak tahun 2016 

(S-41/PJ/2016); 

b) Penghitungan perluasan basis 

data perpajakan dari harta 

piutang dan harta bergerak yang 

dilaporkan oleh Wajib Pajak 

yang mengikuti Program 

Amnesti Pajak; 

c) Penerbitan Surat Strategi 

Pengawasan dan Ekstensifikasi 

Dalam Rangka Pengamanan 

Penerimaan Pajak Tahun 2016 

setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016 

melalui S-291/PJ/2016; 

d) Penerbitan S-368/PJ/2016 

perihal strategi pengawasan WP 

dalam rangka pengamanan 

penerimaan pajak tahun 2016 

setelah periode pertama 

program Amnesti Pajak; 

e) Penerbitan Surat Nomor S-

302/PJ.08/2016 perihal 

pengiriman data (data WP yang 

sudah/belum mengikuti program 

Amnesti pajak periode 

pertama), yang mencakup  data 

LHA CTA, data pemegang 

saham WP grup pertambangan, 

data WP profesi tertentu, data 

alat keterangan, data kendaraan 

bermotor,  data WP prominen, 

data WP pertambangan, data 

UKM, data WP real estat dan 

jasa konstruksi; 

f) Penghitungan perluasan basis 

data perpajakan dari harta Kas 

dan Setara Kas, Investasi dan 

Surat Berharga, Tanah, 

Bangunan dan Harta Tak Gerak 

lain, Piutang dan Persediaan, 

Logam Mulia dan Barang 

Berharga dan Harta Gerak 

Lainnya, dan Kendaraan 

Bermotor; 

6) Optimalisasi peran dan fungsi Tim 

Pengelola Pusat Analisis Perpajakan 

(Center of Tax Analysis/CTA) dalam 

penggalian potensi pajak 

a) Penyusunan perpanjangan masa 

kerja Tim Pengelola Pusat 

Analisis Perpajakan di DJP; 

b) Pendistribusian data 

kepemilikan harta Wajib Pajak 

Orang Pribadi hasil analisis 

sektor OP di CTA; 

c) Pembuatan LHA CTA; 

d) Penyusunan kajian analisa 

restitusi PPN dan PPh dan 

kajian analisa e-faktur; 

9. Sasaran Strategis 9: Peningkatan 

efektivitas pemeriksaan 

Melalui kegiatan pemeriksaan terhadap 

wajib pajak, diharapkan dapat 

meningkatkan deterrent effect (efek jera) 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. Dalam rangka mendukung sasaran 



43 
 

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016 

strategis tersebut diterjemahkan ke dalam 3 IKU sebagai berikut. 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Audit Coverage Ratio 100% 137% 

Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak 88% 93,87% 

Persentase keberhasilan pelaksanaan joint audit 88,20% 118,80% 

 

 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Audit Coverage Ratio 100% 137% 

 

Audit Coverage Ratio (ACR) merupakan 

besarnya cakupan pemeriksaan yang 

dihitung berdasarkan hasil pembagian 

antara wajib pajak (WP) yang diperiksa 

dengan jumlah WP terdaftar wajib SPT. 

Jumlah WP yang diperiksa adalah jumlah 

WP yang selesai diperiksa selama tahun 

yang bersangkutan. Namun dalam hal 

satu WP terdapat lebih dari satu LHP, 

maka hanya dihitung satu WP. Sedangkan 

jumlah WP terdaftar Wajib SPT adalah 

jumlah WP yang terdaftar per tanggal 1 

Januari tahun yang bersangkutan yang 

mempunyai kewajiban menyampaikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku. Untuk ACR 

WP Orang Pribadi, jumlah WP terdaftar 

hanya yang wajib SPT 1770 (non 

karyawan). 

Pada Tahun 2015, ACR untuk WP Badan 

ditargetkan sebesar 1,99% dan terealisasi 

sebesar 1,67%, sedangkan WP OP 

ditargetkan sebesar 0,25% dan terealisasi 

sebesar 0,35%. Dengan demikian, total  

 

 

capaian ACR untuk tahun 2015 adalah 

sebesar 112,27% dari target. 

Pada tahun 2016, target awal ACR adalah 

2,24% untuk WP Badan dan 0,30% untuk 

WP OP. Namun, adanya program 

Amnesti Pajak mengakibatkan bahan 

baku pemeriksaan di Unit Pelaksana 

Pemeriksaan (UP2) berkurang karena 

UP2 tidak dapat menerbitkan instruksi 

pemeriksaan khusus yang baru, serta UP2 

diharuskan mengajukan usulan 

pembatalan pemeriksaan atas instruksi 

yang pemeriksaannya belum dijalankan. 

Oleh karena itu, dilakukan revisi terhadap 

target ACR. Dengan adanya revisi 

tersebut, ACR untuk WP Badan 

ditargetkan sebesar 1,68% dan terealisasi 

sebesar 2%, sedangkan WP OP 

ditargetkan sebesar 0,23% dan terealisasi 

sebesar 0,36%. Dengan demikian, total 

capaian ACR untuk tahun 2016 adalah 

sebesar 137% dari target. 

Formula yang digunakan dalam 

menghitung kinerja ACR adalah sebagai  

berikut.
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Tahun Target Realisasi Capaian 

2015 Badan : 1,99% Badan : 1,67% 112,57% 

OP : 0,25% OP : 0,35% 

2016 Badan : 1,68% Badan : 2% 137% 

OP : 0,23% OP : 0,36% 

 

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk 

mendukung pencapaian target ACR tahun 

2016 adalah: 

a) menerbitkan aturan sehubungan 

dengan percepatan jangka waktu 

pemeriksaan yaitu Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

06/PJ/2016 tentang Kebijakan 

Pemeriksaan; 

b) melakukan pengangkatan baru 

Fungsional Pemeriksa Pajak (KEP-

89/PJ/2016) sebanyak 464 orang; 

dan  

c) melakukan pengangkatan kembali 

Fungsional Pemeriksa Pajak. 

 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak 88% 93,87% 

 

IKU ini bertujuan untuk menguji 

pemenuhan kepatuhan perpajakan Wajib 

Pajak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan melihat 

jumlah SKP yang tidak diajukan 

keberatan ataupun SKP yang  

 

keberatannya ditolak atau dikabulkan 

sebagian, dapat dilihat seberapa efektif 

kegiatan pemeriksaan yang dilakukan 

oleh Pemeriksa Pajak atas hasil koreksi 

yang dapat dipertahankan tersebut. 

Formula IKU tersebut adalah  

 

Selama tahun 2016, terdapat sebanyak 

255.718 SKP yang telah diterbitkan 

dengan 246.148 SKP yang tidak diajukan 

keberatan. SKP yang diajukan keberatan, 

namun ditolak atau dikabulkan sebagian 

sebanyak 7.969, serta saldo permohonan 

keberatan tahun sebelumnya sebanyak 

9.452. Dengan demikian, realisasi tingkat 

efektivitas pemeriksaan tahun 2016 

sebesar 93,87% dari target sebesar 88%, 

sehingga capaiannya IKUnya adalah 

sebesar 106,67%. 
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Sedangkan selama tahun 2015, jumlah 

SKP terbit sebanyak 414.246. SKP yang 

tidak diajukan keberatan sebanyak 

400.814. Untuk SKP yang keberatannya 

ditolak atau dikabulkan sebagian 

sebanyak 6.970 dan saldo permohonan 

tahun sebelumnya sebanyak 8.973. 

Dengan demikian, realisasi tingkat 

efektivitas pemeriksaan tahun 2015 

sebesar 92,94% dari target sebesar 87%, 

sehingga capaiannya IKUnya adalah 

sebesar 106,83%. 

 

Jika diperbandingkan dengan jumlah SKP 

yang diterbitkan, penerbitan SKP pada 

tahun 2015 jauh lebih besar dari jumlah 

SKP yang terbit pada tahun 2016. Namun, 

meskipun jumlah SKP terbit di tahun 

2016 jauh lebih sedikit dibandingkan 

tahun 2015, terjadi peningkatan dalam 

IKU persentase efektivitas 

pemeriksaannya pada tahun 2016 yaitu 

sebesar 93,87%, dibandingkan tahun 2015 

yang sebesar 92,94%. Perbandingan 

tersebut digambarkan melalui tabel 

sebagai berikut. 

 2015 2016 

Target 87% 88% 

Realisasi 92,94% 93,87% 

Capaian 106,83% 106,67% 

 

Jumlah SKP terbit di tahun 2016 

mengalami penurunan dibandingkan 

jumlah SKP terbit di tahun 2015. Hal ini 

dikarenakan adanya Program Amnesti 

Pajak yang menyebabkan:  

a) dibatalkannya pemeriksaan terhadap 

WP yang mengikuti program 

Amnesti pajak dan telah diterbitkan 

Surat Keterangan Amnesti Pajak 

sehingga tidak ada SKP yang 

diterbitkan; 

b) UP2 tidak dapat menerbitkan 

instruksi pemeriksaan khusus yang 

baru; dan 

c) UP2 diharuskan mengajukan usulan 

pembatalan pemeriksaan atas 

instruksi yang pemeriksaannya 

belum dijalankan; 

 

sehingga bahan baku pemeriksaan untuk 

tahun 2016 berkurang. 

Terdapat dua unsur dalam penghitugan 

IKU ini, yaitu persentase jumlah SKP 

yang tidak diajukan keberatan dan 

persentase jumlah keberatan yang ditolak 

atau dikabulkan sebagian. Apabila dirinci, 

persentase jumlah SKP yang tidak 

diajukan keberatan untuk tahun 2016 

sebesar 96,26% dan untuk tahun 2015 

sebesar 96,76%, dimana angka ini hampir 

sama. Dengan demikian, terlihat bahwa 

peningkatan IKU ini disokong oleh 

peningkatan persentase jumlah keberatan 

yang ditolak atau dikabulkan sebagian, 

yaitu sebesar 84,31% di tahun 2016 dan 

77,68% di tahun 2015. 
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Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Persentase keberhasilan pelaksanaan joint 

audit 

88,20% 118,80% 

 

Joint Audit antara Direktorat Jenderal 

Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai dilaksanakan dalam rangka: 

a. mengoptimalkan penerimaan negara 

dan penegakan hukum di bidang 

perpajakan, kepabeanan, dan/atau 

cukai; dan 

b. menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan, kepabeanan, 

dan/atau cukai baik untuk tahun 

berjalan maupun untuk tahun-tahun 

sebelumnya yang ditetapkan oleh 

Komite Joint Audit. 

Joint Audit antara Direktorat Jenderal 

Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai adalah kegiatan pemeriksaan pajak, 

audit kepabeanan, dan/atau audit cukai 

yang dilakukan bersama-sama oleh 

pemeriksa pajak dan auditor bea dan cukai 

terhadap Wajib Pajak/Auditee 

berdasarkan: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 

3262) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16  Tahun 2009; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 

3263) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 36  Tahun 2008; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 

tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 

3264) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 42  Tahun 2009; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 tentang Kepabeanan 

sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 17 

tahun 2006 ; 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1995 tentang Cukai sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 39 tahun 2007; 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 

2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi Kementerian Negara serta 

Susunan Organisasi, Tugas, dan 

Fungsi Eselon I Kementerian Negara 

sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden nomor 80 Tahun 2014. 
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7. Keputusan Menteri Keuangan nomor 

351/KMK.09/2012 tanggal 5 

November 2012 sebagaimana diubah 

dengan Keputusan Menteri Keuangan 

nomor 504/KMK.09/2015 tanggal 9 

April 2015 tentang Joint Audit  antara 

Direktorat Jenderal Pajak dan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Target IKU Persentase Keberhasilan 

Pelaksanaan Joint Audit tahun 2016 adalah 

88,2%. Keberhasilan Joint Audit diukur 

berdasarkan: 

1. target penerbitan Surat Tugas (ST) 

sesuai roadmap joint audit; 

2. ketepatan waktu penyelesaian joint 

audit; dan 

3. nilai tambah pajak dan bea dan cukai 

dari hasil joint audit 

dengan bobot komponen pengukuran 

sebagai berikut.

 

Terkait adanya Kebijakan Amnesti Pajak, 

rencana penugasan pada Semester II tidak 

diterbitkan sehubungan dengan 

diterbitkannya Instruksi Direktur Jenderal 

Pajak Nomor INS-03/PJ/2016, terhadap 

pemeriksaan pajak yang sedang berjalan 

tetap dilanjutkan sepanjang Wajib Pajak 

belum mengajukan Pengampunan Pajak, 

dan Audit Kepabeanan dan/atau Cukai 

tetap dilanjutkan. Dengan demikian, perlu 

adanya penyesuaian terhadap IKU 

efektifitas pelaksanaan Joint Audit sebagai 

antisipasi terhadap capaian/realisasi 

pelaksanaan Joint Audit dikarenakan 

beberapa Wajib Pajak/Auditee berpotensi 

untuk memanfaatkan kebijakan 

Pengampunan Pajak. 

Pada tahun 2016, telah diterbitkan 8 ST 

dari target 16 ST, dengan Laporan Joint 

Audit (LJA)  yang telah diselesaikan 

sebanyak 12 LJA dari 25 ST yang 

outstanding. Rincian 12 LJA yang 

diterbitkan adalah sebagai berikut: 

a) 3 LJA dinyatakan berhasil, yaitu 

yang nilai pajaknya lebih dari nilai 

bayar minimal (0,7% dari omset); 

b) 6 LJA lainnya hasil pajaknya di 

bawah nilai bayar minimal; dan 

c) 3 LJA tidak dimasukkan dalam 

penghitungan Nilai Hasil Audit 

karena WP mengikuti program Tax 

Amnesty; 

KOMPONEN BOBOT DJP & DJBC 

Target Penerbitan Surat Perintah Joint Audit 10% 

Nilai  Penyelesaian Penugasan  

     Rasio LJA yang diselesaikan tepat waktu 

30% 

Nilai Hasil Audit 

     Nilai tambah bayar; atau terdapat rekomendasi 

penegakan hukum 

60% 
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Perbandingan pencapaian Persentase 

keberhasilan pelaksanaan joint audit 

tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut. 

 2015 2016 

Target 72% 88,2% 

Realisasi 88,10% 104,78% 

Capaian 122,36% 118,80% 

 

Dukungan atas pencapaian kinerja IKU 

Persentase keberhasilan pelaksanaan 

joint audit adalah dengan menambah 

tim Joint Audit dari 3 tim menjadi 4 tim 

yang fullydedicated. Selain itu, 

dilakukannya monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan joint audit bersama 

Inspektorat Jenderal (Itjen) dan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

(DJBC) setiap triwulan, juga 

memberikan pengaruh terhadap 

pencapaian kinerja tersebut. Ke depan, 

koordinasi bersama Itjen dan DJBC  

 

 

akan semakin ditingkatkan, termasuk 

intensitas pertemuan Forum Komite Joint 

Audit terutama dalam penentuan objek 

joint audit. 

10. Sasaran Strategis 10: Peningkatan 

efektivitas penyidikan dan penagihan 

Pengujian kepatuhan wajib pajak tidak 

hanya melalui kegiatan pemeriksaan, 

namun dapat juga dilakukan kegiatan 

penegakan hukum lainnya, yaitu 

penyidikan dan penagihan. Penyidikan 

dilakukan apabila terdapat indikasi tindak 

pidana di bidang perpajakan yang 

dilakukan oleh wajib pajak. Selain itu, 

kegiatan penagihan dilakukan atas hak 

negara terhadap wajib pajak yang belum 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Persentase hasil penyidikan yang telah 

dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) 

50% 63,04% 

Persentase pencairan piutang pajak  30% 33,54% 

Jumlah usulan penyanderaan 33 WP/PP 75 WP/PP 
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Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Persentase hasil penyidikan yang telah 

dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) 

50% 63,04% 

 

Penegakan hukum perpajakan dilakukan 

setelah tahapan pembinaan dan 

pengawasan oleh DJP. Penegakan hukum 

dilakukan dengan prinsip keadilan 

terhadap Wajib Pajak yang menghindari 

pajak, terutama terhadap Wajib Pajak 

yang terindikasi melakukan kegiatan 

tindak pidana di bidang perpajakan.  

Salah satu kegiatan penegakan hukum 

yang dilakukan DJP adalah kegiatan 

penyidikan, yang kinerjanya diukur 

melalui IKU Persentase hasil penyidikan 

yang telah dinyatakan lengkap oleh 

Kejaksaan (P-21). IKU ini bertujuan 

untuk meningkatkan upaya penegakan 

hukum melalui penyidikan yang efektif 

terhadap kasus tindak pidana perpajakan 

untuk memberi efek jera (deterrent effect) 

bagi wajib pajak sehingga peraturan 

perpajakan dapat ditaati secara voluntary 

compliance. Adapun formula 

penghitungan IKU ini adalah sebagai 

berikut : 

 

Jumlah Berkas perkara yang berstatus P-21 + 

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Pasal 44B UU KUP + 

Jumlah penghentian penyidikan karena Amnesti Pajak 

(Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-13/PJ/2016) 

  

 

 

 

x 100% Jumlah outstanding Sprindik pada awal tahun – 

Jumlah penyidikan yang sudah tidak dapat dilanjutkan 

 

Berdasarkan formula tersebut, penghitungan penetapan target maupun realisasi IKU pada tahun 

2106 adalah sebagai berikut : 

NO URAIAN/TAHUN Target  

2016 

Realisasi 

2016 

1 Jumlah Berkas Perkara berstatus P-21  

46 

40 

2 Jumlah Perkara yang diselesaikan Pasal 44 B UU KUP 2 

3 Jumlah Penghentian Penyidikan karena Tax Amnesty 16 

4 Jumlah Berkas Perkara Penyidikan yang dinyatakan Lengkap 

(1+2+3) 

46 58 

5 Jumlah Outstanding Sprindik Awal Tahun 114 114 

6 Jumlah Penyidikan yang tidak dapat dilanjutkan  22 22 

7 Jumlah Berkas Perkara yang ditindaklanjuti (5-6) 92 92 

8 Persentase Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap (P-21) 50% 63,04% 

      Sumber: Register Penyidikan Direktorat Penegakan Hukum 
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Pencapaian kinerja penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan selama tahun 2014 sampai 

dengan 2016 adalah sebagai berikut: 

Tahun Target Realisasi Indeks Capaian 

% Angka 

Mutlak 

% Angka 

Mutlak 

2014 50% 32 65,63% 42 131,25 

2015 42% 38 72,22% 65 171,96 

2016 50% 46 63.04% 58 126,09 

 

Beberapa program yang telah dilakukan 

untuk menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja penyidikan tindak pidana 

perpajakan tahun 2016 adalah : 

a. Melaksanakan penyidikan Tindak 

Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang 

pidana asalnya (predicate crime) 

berasal dari tindak pidana di bidang 

perpajakan sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Tahun 2016 terdapat 2 (dua) berkas 

perkara yang P-21 atas penyidikan 

TPPU.  

b. Peningkatan kapasitas penyidik 

maupun jaksa mengenai penyidikan 

tindak pidana di bidang perpajakan 

dengan melibatkan para ahli dan 

aparat penegak hukum; 

c. Pembentukan kerja sama dengan 

Kepolisian Negara RI, Kejaksaan 

Agung RI, Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), dan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK) yang dituangkan dalam 

Memorandum of Understanding 

(MoU);    

    

25 

32 

38 

46 

15 

42 

65 

58 

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 (60%) 2014 (131%) 2015 (171%) 2016 (126%)

Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap 
oleh Kejaksaan (P-21) 

2013 - 2016 

Target

Realisasi



51 
 

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016 

d. Meminta dukungan Tenaga Forensik 

Digital dalam proses penyidikan, 

utamanya dalam pengumpulan dan 

pengolahan barang bukti digital. 

 

Kendala yang dihadapi dalam upaya 

optimalisasi penyidikan tindak pidana 

perpajakan adalah: 

a. Belum meratanya tingkat pemahaman 

jaksa peneliti mengenai peraturan 

perpajakan; 

b. Upaya perlawanan dalam pelaksanaan 

penyidikan dari Wajib Pajak tertentu; 

c. Dinamika hukum acara pidana yang 

mempengaruhi proses penyidikan; 

d. Pemahaman aparat penegak hukum 

lain terkait Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pengampunan 

Pajak; 

e. Belum meratanya kecukupan 

Informasi, Data, Laporan, dan 

Pengaduan (IDLP) sebagai bahan 

untuk ditindaklanjuti dengan 

pemeriksaan bukti permulaan dan 

ditingkatkan ke penyidikan pada Unit-

Unit Pelaksana Penyidikan Pajak; 

f. Kompetensi PPNS yang belum 

optimal dalam penanganan penyidikan 

tindak pidana di bidang perpajakan 

dan TPPU. 

 

Formasi PPNS DJP dan capaian kinerja 

per Kanwil DJP serta Direktorat 

Penegakan Hukum tahun 2016 adalah 

sebagai berikut: 

No. Unit Pelaksana Penyidikan Pajak (UP3) Jumlah 

PPNS 

Jumlah P-21 dan 

yang disetarakan 

1 Direktorat Penegakan Hukum 42 22 

2 Kanwil DJP Jawa Timur I 14 7 

3 Kanwil DJP Jakarta Utara 17 3 

4 Kanwil DJP Jawa Tengah II 15 3 

5 Kanwil DJP Sumatera Utara II 7 3 

6 Kanwil DJP Jakarta Khusus 16 3 

7 Kanwil DJP Jakarta Pusat 18 2 

8 Kanwil DJP Jakarta Timur 16 2 

9 Kanwil DJP Jawa Tengah I 14 2 

10 Kanwil DJP Nusa Tenggara 7 2 

11 Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 9 1 

12 Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta 9 1 

13 Kanwil DJP Jakarta Barat 17 1 

14 Kanwil DJP Jawa Barat I 15 1 

15 Kanwil DJP Jawa Barat II 15 1 

16 Kanwil DJP Jawa Timur II 15 1 

17 Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 7 1 

18 Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau 7 1 

19 Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan 

Bangka Belitung 

11 1 

20 Kanwil DJP Aceh 4 0 

21 Kanwil DJP Bali 7 0 

22 Kanwil DJP Banten 18 0 

23 Kanwil DJP Jakarta Selatan I 17 0 

24 Kanwil DJP Jakarta Selatan II 13 0 
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No. Unit Pelaksana Penyidikan Pajak (UP3) Jumlah 

PPNS 

Jumlah P-21 dan 

yang disetarakan 

25 Kanwil DJP Jawa Barat III 15 0 

26 Kanwil DJP Jawa Timur III 11 0 

27 Kanwil DJP Kalimantan Barat 7 0 

28 Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 5 0 

29 Kanwil DJP Papua dan Maluku 5 0 

30 Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan 

Tenggara 

11 0 

31 Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, 

dan Maluku Utara 

6 0 

32 Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 7 0 

33 Kanwil DJP Sumatera Utara I 9 0 

34 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 4 0 

 Jumlah 410 58 

 

 

Selain menjalankan tugas dan fungsi 

dalam penegakan hukum, pelaksanaan 

penyidikan perpajakan tahun 2016 juga 

berkontribusi dalam penerimaan negara 

tahun 2016 melalui pelaksanaan Pasal 44B 

UU KUP oleh WP yang menyampaikan 

permohonan penghentian penyidikan 

dengan melakukan pelunasan jumlah pajak 

yang tidak atau kurang dibayar atau yang  

 

tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi 

administrasi Pasal 44B UU KUP.  Jumlah 

penerimaan negara yang diperoleh dari 

penyelesaian berkas perkara melalui Pasal 

44B UU KUP Tahun 2016 adalah sebesar 

Rp461,42 miliar (Pokok Pajak yang 

terutang Rp92,28 Miliar ditambah sanksi 

administrasi Pasal 44B UU KUP sebesar 

Rp369,14 miliar)* 

 

 Jumlah Kerugian pada 

Pendapatan Negara 

(Rp) 

Sanksi Administrasi 

sesuai Pasal 44B UU 

KUP 

(Rp) 

Jumlah Pokok Pajak 

dan Sanksi 

(Rp) 

PT TMS 87.028.468.350 348.113.873.400 435.142.341.750 

PT TS 465.291.150 1.861.164.600 2.326.455.750 

PT SA 1.327.019.360 5.308.077.440 6.635.096.800 

PT PKM 72.971.534 291.886.136 364.857.670 

PT CCI 3.390.748.344  13.562.993.376 16.953.741.720 

Total    92.284.498.738     369.137.994.952    461.422.493.690  
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Dari 5 Wajib Pajak yang telah dilakukan penyidikan, terdapat 1 Wajib Pajak yang telah 

dilakukan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 44B yang dihitung sebagai kinerja 2016: 

Wajib 

Pajak 

Jumlah 

Kerugian pada 

Pendapatan 

Negara 

(Rp) 

Sanksi 

Administrasi 

sesuai Pasal 

44B UU KUP 

(Rp) 

Jumlah Pokok 

Pajak dan 

Sanksi 

(Rp) 

Keterangan 

PT 

TMS 

87.028.468.350 348.113.873.400 435.142.341.750 1. Meliputi 2 tersangka 

(berkas) 

2. Telah mendapatkan 

KEP Persetujuan 

penghentian dari Jaksa 

Agung Tahun 2016 

 

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan 

penyidikan turut mendukung Destination 

Statement DJP berupaPenerimaan Pajak 

dan Tax Ratio dengan tetap 

mengedepankan Inisiatif Strategis 

“Penegakan Hukum Secara Selektif untuk 

Memberikan Efek Jera kepada Wajib 

Pajak” sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Strategis DJP tahun 2015-2019. 

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, 

telah ditetapkan beberapa rencana aksi 

yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan koordinasi dan 

konsultasi dengan Kejaksaan dan 

Kepolisian dalam penanganan 

penyidikan; 

b. Menyusun perubahan SE tentang 

petunjuk pelaksanaan penyidikan 

tindak pidana di bidang perpajakan 

dan menyusun SE petunjuk 

pelaksanaan penyidikan TPPU dengan 

tindak pidana asal tindak pidana di 

bidang perpajakan; 

c. Menyelenggarakan workshop 

penegakan hukum bagi Account 

Representative serta diklat PPNS bagi 

fungsional pemeriksa pajak di KPP 

sehingga IDLP sebagai bahan untuk 

dilakukannya pemeriksaan bukti 

permulaan dan penyidikan meningkat. 

d. Melakukan kegiatan pengawasan, 

koordinasi, dan asistensi kepada 

seluruh Unit Pelaksana Penyidikan 

Pajak; 

e. Optimalisasi dan peningkatan SDM 

Penegakan Hukum dengan 

menyelenggarakan Diklat PPNS dan 

mengajukan usulan Diklat Penyegaran 

PPNS. 
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Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Persentase pencairan piutang pajak  30% 33,54% 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 466/KMK.01/2015 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Keuangan 

Tahun 2015-2019, IKU Persentase 

pencairan piutang pajak tertuang dalam 

Rencana Strategis Kementerian Keuangan 

Tahun 2015-2019 sebagai salah satu 

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan yaitu 

Peningkatan efektivitas penegakan hukum. 

Target persentase pencairan piutang pajak 

telah ditetapkan untuk tahun 2015 sebesar 

30%, tahun 2016 sebesar 30%, tahun 2017 

sebesar 35%, tahun 2018 sebesar 35%, dan  

 

 

tahun 2019 sebesar 40% masing-masing 

diperhitungkan dari piutang outstanding. 

Piutang oustanding adalah saldo awal 

piutang ditambah piutang tahun berjalan 

dikurangi dengan penyisihan piutang. 

Realisasi pencairan piutang pajak pada 

tahun 2016 mencapai Rp20,32 Triliun dari 

piutang outstanding sebesar Rp60,59 

Triliun atau sebesar 33,54%, lebih besar 

dari target yang telah ditetapkan sebesar 

30%. Jumlah pencairan piutang pajak 

tersebut turut menyumbang pencapaian 

penerimaan extra effort keseluruhan 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

 

Persentase pencairan piutang pajak tertuang 

 2014 2015 2016 

Target 16T 20T 30% 

Realisasi 12,42T 15,15T 33,54% 

Capaian 77,63% 75,75% 111,80% 

 

Tahun 2016, agak sedikit berbeda dengan 

perhitungan IKU dua tahun sebelumnya. 

Jika di 2014 dan 2015, target IKU 

merupakan angka mutlak yg didapat total 

seluruh piutang yang dimiliki, tahun 2016 

target IKU didasarkan pada piutang 

outstanding, yaitu saldo piutang pada awal 

tahun 2016 ditambah piutang tahun 

berjalan dikurangi dengan penyisihan 

piutang. Oleh karena itu, pada tahun 2016, 

target IKU disesuaikan dengan Renstra  

 

Kemenkeu 2015-2019, yaitu sebesar 30% 

pada 2016 atau sebesar Rp60,59 Triliun. 

Untuk mencapai pencairan piutang pajak 

telah dilakukan beberapa upaya yaitu: 

a) Permintaan bantuan data Bank 

Pengelola Rekening Wajib 

Pajak/Penanggung Pajak kepada 

Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK). 

Koordinasi ketersediaan data dan 
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informasi antara DJP dan PPATK 

telah berlangsung pada tahun 2015 

yang dilaksanakan berdasarkan pada 

Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 488/KM.1/2015 tentang 

Pembentukan Tim Satuan Tugas 

Penanganan Data dan/atau Informasi 

dalam rangka Optimalisasi 

Penegakan Hukum di Bidang 

Penagihan Pajak. Permintaan data 

Bank Pengelola Rekening Wajib 

Pajak/Penanggung Pajak kepada 

PPATK bertujuan untuk memperoleh 

informasi bank pengelola rekening 

simpanan wajib pajak atau 

penanggung pajak yang 

dimanfaatkan untuk keperluan 

pemblokiran rekening wajib pajak 

atau penanggung pajak. 

b) Mengajukan data Wajib Pajak Warga 

Negara Asing (WNA) yang 

mempunyai utang pajak untuk 

ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi 

sesuai kewenangannya berdasarkan 

Pasal 16 ayat (2) UU Imigrasi. 

Dalam rangka pencegahan wajib 

pajak atau penanggung pajak 

bepergian ke luar negeri, DJP 

bekerja sama dengan Direktorat 

Jenderal Imigrasi untuk melakukan 

pencegahan wajib pajak atau 

penanggung pajak yang masih 

memiliki utang pajak dengan jumlah 

minimal Rp100 juta. Pencegahan 

wajib pajak atau penanggung pajak 

WNA ke luar negeri dilaksanakan 

sesuai dengan kewenangan dari 

Pejabat Imigrasi yang tercantum 

dalam pasal 16 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian berdasarkan 

usulan dari DJP yang tertuang dalam 

Keputusan Menteri Keuangan. 

c) Penyampaian himbauan kepada WP 

oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk 

mengikuti Amnesti Pajak sesuai 

dengan INS-05/PJ/2016. 

Sesuai dengan DIKTUM KESATU 

INS-05/PJ/2016, WP yang masih 

memiliki utang pajak dihimbau 

untuk memanfaatkan Program 

Amnesti Pajak. Dengan mengikuti 

program tersebut, Wajib Pajak 

diwajibkan melunasi pokok utang 

pajak dan memperoleh manfaat 

berupa penghapusan sanksi 

administrasi. 

d) Akses AHU online-DJP untuk 

memvalidasi susunan pengurus yang 

menjadi penanggung pajak. 

Pertukaran data dan informasi antara 

DJP dan Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum (AHU) 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (KemenkumHAM) 

dilaksanakan berdasarkan pasal 35A 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2009 tentang Ketentuan umum 

dan Tata Cara Perpajakan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut 

instansi lain berkewajiban untuk 

memberikan informasi terkait dengan 

perpajakan kepada DJP. Pertukaran 

data dan informasi antara DJP dan 
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Ditjen AHU juga didasari oleh 

Kesepakatan Bersama antara 

Direktorat Jenderal Pajak 

Kementerian Keuangan dan 

Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia tentang 

Pemanfaatan Database Direktorat 

Jenderal Administrasi Hukum Umum 

(Ditjen AHU) Online dalam rangka 

Mendukung Penerimaan Negara 

Nomor KEP-216/PJ/2014 dan 

AHU.TI.01.04-2 TAHUN 2014. 

Aplikasi AHU online-DJP 

merupakan salah satu bentuk hasil 

kerjasama antara Ditjen AHU 

dengan DJP. Melalui aplikasi 

tersebut, Jurusita Pajak dapat 

memvalidasi struktur pengurus 

dengan melihat akta pendirian 

terakhir sehingga dapat menentukan 

kedudukan penanggung pajak yang 

dapat dilakukan tindakan penagihan 

aktif. 

e) Koordinasi dengan Otoritas Jasa 

Keuangan terkait proses izin 

pemberitahuan saldo. 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

24/PJ/2014, dalam hal penanggung 

pajak tidak memberikan kuasa 

kepada bank untuk memberitahukan 

saldo harta kekayaan penanggung 

pajak yang telah dilakukan 

pemblokiran, Direktorat Jenderal 

Pajak dapat mengajukan permohonan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) melalui Menteri Keuangan 

untuk menerbitkan perintah kepada 

bank untuk memberitahukan saldo 

harta kekayaan penanggung pajak 

yang telah diblokir kepada DJP. 

f) Pelaksanaan asset dan debtor 

tracing. 

Pemanfaatan unit intelijen internal 

DJP dalam rangka mencari 

keberadaan baik wajib pajak, 

penanggung pajak maupun harta 

kekayaan wajib pajak atau 

penanggung pajak yang dapat 

dilakukan tindakan penagihan pajak. 

Hambatan yang terjadi dalam pencairan 

piutang pajak maupun dalam proses usulan 

penyanderaan adalah: 

a) Pembaruan Perjanjian Kerjasama 

antara Direktorat Jenderal Pajak dan 

Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK). 

Pertukaran data dan informasi bank 

pengelola rekening wajib pajak atau 

penanggung pajak antara DJP dan 

PPATK dilaksanakan berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 488/KM.1/2015 tentang 

Pembentukan Tim Satuan Tugas 

Penanganan Data dan/atau Informasi 

dalam rangka Optimalisasi 

Penegakan Hukum di Bidang 

Penagihan Pajak, namun pertukaran 

data dan informasi bank pengelola 

rekening wajib pajak atau 

penanggung pajak antara DJP dan 
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PPATK terhambat sehubungan 

dengan berakhirnya masa kerja Tim 

Satgas tersebut pada 31 Desember 

2015. 

b) Data piutang pajak yang telah 

inkracht tidak valid 

Masih terdapat data piutang pajak 

yang telah inkracht yang tidak valid. 

Hal tersebut disebabkan belum 

dimutakhirkannya data pembentuk 

piutang pajak oleh pemilik dokumen 

sumber sehingga jumlah saldo 

piutang pajak yang tersedia tidak 

mencerminkan jumlah saldo yang 

sebenarnya. Masih ditemukan 

perbedaan data saldo piutang pajak 

yang di-generate dari Sistem 

Informasi Direktorat Jenderal Pajak 

(SIDJP) dengan saldo piutang pajak 

yang diadministrasikan di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). Perlu 

dilakukan pemanggilan KPP untuk 

menyamakan (rekonsiliasi) data 

saldo piutang pajak yang telah 

inkracht. 

c) Keterbatasan Sumber Daya Manusia 

Jumlah Jurusita Pajak per 31 

Desember 2016 adalah 710 orang. 

Jumlah tersebut tersebar di seluruh 

KPP di Indonesia. Jumlah kebutuhan 

minimal Jurusita Pajak di seluruh 

Indonesia adalah 714 orang. Namun, 

jumlah Jurusita pajak di tiap KPP 

tidak merata sehingga masih terdapat 

KPP yang belum memenuhi jumlah 

minimal Jurusita Pajak. Kekurangan 

jumlah Jurusita Pajak berpengaruh 

pada jumlah tindakan penagihan 

yang dilakukan. 

 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Jumlah usulan penyanderaan 33 WP/PP 75 WP/PP 

 

IKU Jumlah usulan penyanderaan termasuk 

dalam Sasaran Strategis DJP yaitu 

Peningkatan efektifitas penyidikan dan 

penagihan. Penyanderaan merupakan salah 

satu tindakan penagihan aktif berupa 

pengekangan sementara waktu terhadap 

wajib pajak atau penanggung pajak dalam 

rangka penagihan utang pajak. 

Penyanderaan dilaksanakan terhadap  

 

penangung pajak yang memenuhi syarat 

kualitatif yaitu tidak beritikad baik dan 

syarat kuantitatif yaitu memiliki utang 

pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta. 

Usulan penyanderaan adalah usulan 

penyanderaan Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak yang dikirimkan oleh 

KPP, diterima lengkap di Direktorat 

Pemeriksaan dan Penagihan dan telah 

dikirimkan ke Kementerian Keuangan. 
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Pada tahun 2016, usulan penyanderaan 

ditetapkan sebesar 33 usulan penyanderaan 

Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Target 

tersebut merupakan target tahunan sehingga 

diperhitungkan pada Triwulan IV (Q4). 

Realisasi sampai dengan Q4 adalah 75 

usulan penyanderaan Wajib 

Pajak/Penanggung Pajak. Dengan 

demikian, capaian IKU jumlah usulan 

penyanderaan pada tahun 2016 mencapai 

227,27%.

 

Jumlah usulan penyanderaan 

 2015 2016 

Target 31 WP/PP 33 WP/PP 

Realisasi 38 WP/PP 75 WP/PP 

Capaian 122,58% 227,27% 

Pencapaian kinerja tahun 2016 

mendapatkan hasil yang sangat signifikan 

jika dibandingkan dengan capaian kinerja 

tahun 2015. Kenaikan hampir 200% dengan 

realisasi sebanyak 38 WP/PP yang 

diusulkan untuk disandera, naik menjadi 75 

WP/PP yang diusulkan penyanderaan pada 

tahun 2016. Dari 75 WP/PP yang 

diusulkan, sudah dilakukan eksekusi 

terhadap 59 PP dari 46 WP. 

Untuk mencapai pencairan piutang pajak 

dan usulan penyanderaan telah dilakukan 

beberapa upaya yaitu: 

1. Kerjasama dengan pihak Kepolisian 

terkait pendampingan penyanderaan. 

Dalam melaksanakan penyanderaan 

maupun tindakan penagihan lainnya 

Direktorat Jenderal Pajak bekerja 

sama dengan Kepolisian. Bentuk 

bantuan yang diberikan Kepolisian 

kepada DJP dalam pelaksanaan 

tindakan penagihan adalah sebagai 

berikut: 

a. memastikan keberadaan 

penanggung pajak yang akan 

disandera; 

b. pendampingan pelaksanaan 

penyanderaan penanggung 

pajak; 

c. pengamanan dalam 

melaksanakan tindakan 

penagihan pajak. 

 

2. Kerjasama dengan Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan terkait 

penyediaan tempat penyanderaan. 

Dalam pelaksanaan penyanderaan 

DJP berkoordinasi dengan Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan dalam hal 

penyediaan tempat penyanderaan. 

Penanggung Pajak yang disandera 

dititipkan di Rumah Tahanan/ 

Lembaga Pemasyarakatan di 

lingkungan Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan sesuai dengan 

Keputusan Bersama Menteri 

Keuangan dan Menteri Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 
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294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 

Tahun 2003 tentang Tata Cara 

Penitipan Penanggung Pajak yang 

Disandera di Rumah Tahanan 

Negara dalam rangka Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa.

 

Nama IKU 

 

 

Target 2016 Realisasi 2016 

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan 

LKBUN yang telah ditindaklanjuti 

49% 57.65% 

 

11. Sasaran Strategis 11: Pengendalian 

mutu yang optimal 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara 

memberi mandat kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

(BPK RI) untuk melakukan pemeriksaan 

keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK 

RI berupa laporan hasil pemeriksaan 

menguraikan adanya kelemahan dalam 

pengelolaan keuangan negara yang 

diuraikan dalam temuan pemeriksaan 

serta rekomendasi yang merupakan saran 

perbaikan kepada orang dan/atau badan 

yang berwenang untuk melakukan 

perbaikan. 

Pemerintah melaksanakan rekomendasi 

atas Temuan Pemeriksaan BPK 

(selanjutnya disebut Temuan) untuk 

memperbaiki kelemahan dalam 

pengelolaan keuangan negara. Temuan 

pada Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (selanjutnya disebut LKPP) dan 

Laporan Keuangan Bendahara Umum 

Negara (selanjutnya disebut LK BUN) 

ditindaklanjuti oleh setiap Kementerian 

atau Lembaga dan Pengguna Anggaran 

BUN dan disampaikan setiap akhir bulan 

Maret, Juli, dan November. Pengukuran 

penyelesaian rekomendasi adalah temuan 

yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap 

temuan/rekomendasi BPK sebagaimana 

action plan dengan timeframeyang 

ditetapkan pemerintah dengan 

menggunakan dua kriteria, yaitu: 

a. rekomendasi yang ditindaklanjuti 

merupakan rekomendasi yang 

diusulkan sesuai kepada BPK. Status 

rekomendasi BPK yang diusulkan 

selesai, ditetapkan pada forum 

pembahasan bersama DJPB, Itjen, 

unit eselon I terkait, dan Auditor 

BPK. 

b. rekomendasi yang diselesaikan 

merupakan rekomendasi yang 

dinyatakan sesuai oleh BPK dan 

tercantum dalam LHP. 

Pemerintah, dalam hal ini DJP, dalam 

upaya meningkatkan kinerja tidak dapat 

mengabaikan kelemahan dalam 
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pengelolaan keuangan negara sehingga 

diperlukan pengendalian mutu yang 

optimal. Yang menjadi Sasaran Strategis 

Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 

adalah Pengendalian Mutu yang Optimal. 

Sasaran strategis ini diukur dengan 

menggunakan satu indikator yaitu 

Indikator Kinerja Utama Persentase 

Rekomendasi BPK atas LKPP dan 

LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti. 

Indikator ini bertujuan untuk menjamin 

akuntabilitas dan transparansi 

pertanggungjawaban keuangan negara, 

memetakan dampak dari kelemahan 

pengelolaan keuangan negara yang 

berdampak kepada pencapaian tujuan 

organisasi serta memastikan bahwa orang 

dan/atau badan yang menjadi objek 

pemeriksaan keuangan negara telah 

melakukan perbaikan sehingga 

meningkatkan kinerja organisasi. 

Capaian atas Indikator Kinerja Utama 

Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP 

dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti 

disajikan dalam tabel berikut.

 

Indikator Kinerja Utama Capaian Kinerja Tahun 2016 

Target Realisasi Capaian 

Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan 

LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti 

49% 57.65% 117.64% 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan 

cara menentukan persentase dari nilai rata-rata 

hasil perhitungan rekomendasi yang 

dinyatakan sesuai oleh BPK atas rekomendasi 

yang masih belum sesuai rekomendasi yang 

tercantum dalam Laporan Hasil Pemantauan 

semester II tahun 2015, serta hasil perhitungan 

rekomendasi yang diusulkan sesuai pada 

semester I tahun 2016 atas kumulatif dari 

rekomendasi yang masih belum sesuai 

rekomendasi serta selisih dari rekomendasi 

yang sesuai dan rekomendasi yang belum 

sesuai pada Laporan Hasil Pemantauan 

semester II tahun 2015 terhadap temuan pada 

LKPP dan LK BUN. Formula penghitungan 

capaian IKU ini adalah sebagai berikut:  

∑ 𝐼𝐾𝑈 =
(

𝑎

𝑏
𝑥50%) + (

𝑐

(𝑑+(𝑏−𝑎))
𝑥50%) + (

𝑒

𝑓 
𝑥50%) + (

𝑔

ℎ+(𝑓−𝑒)
𝑥50%)

2
 

Penjelasan variabel formula perhitungan: 

a = Jumlah rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan selesai 

b = Jumlah outstanding rekomendasi BPK atas LKPP 2 tahun sebelumnya 

c = Jumlah rekomendasi BPK atas LKPP yang diusulkan selesai 
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d = Jumlah outstanding rekomendasi BPK atas LKPP 1 tahun sebelumnya 

e = Jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan selesai 

f = Jumlah outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN 2 tahun sebelumnya 

g = Jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN yang diusulkan selesai 

h = Jumlah outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN 1 tahun sebelumnya 

Data realisasi tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK RI atas LKPP 2015 dan LK BUN 

2015, disajikan dalam tabel berikut:  

LHP LKPP  2015 s.d. Triwulan IV Tahun 2016 

Rekomendasi 

Selesai  dalam 

LHP Tindak 

Lanjut LKPP 

2015  

Jumlah 

Rekomendasi 

dalam LHP 

Tindak Lanjut 

LKPP 2015  

Jumlah 

Rekomendasi 

Diusulkan 

Selesai Tahun 

2016 

Jumlah Rekomendasi 

dalam LHP LKPP 

2015 + 1 Rekomendasi 

dalam LHP TL LKPP 

2015 yang Belum 

Terhitung pada SMT I 

Persentase 

8 38 37 15 51.64% 

LHP LK BUN  2015 s.d. Triwulan IV Tahun 2016 

Selesai dalam 

LHP Tindak 

Lanjut LKBUN 

2015  

Jumlah 

Rekomendasi 

dalam LHP 

Tindak Lanjut 

LKBUN  2015  

Jumlah 

Rekomendasi 

Diusulkan 

Selesai Tahun 

2016 

Jumlah Rekomendasi 

dalam LHP LKBUN 

2015 

Persentase 

7 20 12 0 64% 

 

Berdasarkan angka tindak lanjut atas 

rekomendasi dan formula penghitungan 

capaian indikator dihasilkan realisasi sebesar 

57.65%. Nilai capaian ini menunjukkan bahwa 

terjadi perbaikan untuk menuju akuntabilitas 

dan transparansi pertanggungjawaban 

keuangan negara. Kendala yang dihadapi 

dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI 

yaitu: 

1. Beberapa tindak lanjut membutuhkan 

waktu yang cukup lama (lebih dari 

setahun) sehingga waktu penuntasan 

menjadi lebih lama. 

2. Diperlukan koordinasi tidak hanya antar 

instansi di jajaran DJP (antar KPP seluruh 

wilayah Indonesia) tetapi juga pihak lain 

di luar DJP dan di luar Kementerian 

Keuangan. 



62 
 

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016 

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk 

mendukung tercapainya IKU ini adalah: 

1. Melaksanakan koordinasi dengan pihak 

terkait seperti KPP, Kanwil DJP, DJPB, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM), dsb; 

2. Melakukan penelitian dan 

menginstruksikan untuk menenerbitkan 

ketetapan; 

3. Memberikan pembinaan sesuai ketentuan; 

4. Melakukan kajian dan penyempurnaan 

aturan; dan 

5. Melakukan monitoring tindak lanjut unit 

kerja yang menjadi objek pemeriksaan 

dan pemantauan terhadap penyelesaian 

rekomendasi. 

Untuk mempertahankan keberhasilan 

pencapaian target IKU ini pada tahun 2017 

telah dipersiapkan rekomendasi rencana aksi 

antara lain yaitu: 

1. penyelesaian yang komprehensif; 

2. membangun sistem informasi yang 

memadai; dan 

3. berkoordinasi dengan pihak internal dan 

eksternal DJP. 

 

12. Sasaran Strategis 12: Peningkatan 

kehandalan data 

Kuantitas dan kualitas data menjadi faktor 

penting dalam penggalian potensi 

perpajakan. Untuk itu diperlukan saluran 

untuk menampung data yang diperoleh 

dari pihak ketiga atau eksternal.

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Persentase data eksternal teridentifikasi 30% 43,48% 

 

Sebagai institusi yang sedikit banyak 

bergantung dengan data, DJP diharuskan untuk 

mencari, mengumpulkan, dan 

mengklasifikasikan, serta memverifikasi data 

yang diperoleh, khususnya dari pihak ketiga 

sehingga nantinya data tersebut dapat 

dipergunakan sebagai bahan penggalian 

potensi yang dapat dikonversikan menjadi 

penerimaan negara. Untuk mempersiapkan 

data eksternal yang handal, maka data 

eksternal harus diidentifikasi terlebih dahulu. 

Suatu data dikatakan teridentifikasi apabila 

suatu data dapat dipastikan identitasnya 

sehingga dapat dilakukan tindakan 

pengawasan lebih lanjut baik dalam bentuk 

intensifikasi dan/atau ekstensifikasi 

perpajakan. Identitas yang wajib untuk 

diperoleh kepastiannya adalah NPWP dan/atau 

NIK (khusus untuk Subjek Pajak Orang 

Pribadi) dan/atau nama Kantor Pelayanan 

Pajak yang bertanggung jawab untuk 

melakukan upaya pengawasan kepatuhan. 

Pada tahun 2016, DJP berhasil mencapai target 

kinerja persentase data eksternal teridentifikasi 

dengan realisasi sebesar 43,48% dari target 

sebesar 30%. Persentase realisasi data 

teridentifikasi pada tahun 2016 meningkat 

sebesar 159,27% dari realisasi tahun 2015 

yang sebesar 27,30%.  
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Peningkatan jumlah data yang teridentifikasi 

ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi 

kementerian keuangan pada tahun 2015-2019 

dalam rangka mendukung Sembilan Agenda 

Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang 

terkait dengan DJP yaitu Peningkatan akses 

kepada data pihak ketiga, terutama perbankan 

untuk Optimalisasi penerimaan negara dan 

reformasi administrasi perpajakan. Hal ini 

dapat dilihat dengan dimasukkannya 

penghimpunan data dari pihak ketiga ke dalam 

Inisiatif Strategis Direktorat Jenderal Pajak 

Nomor 15 (Secara sistematis melibatkan pihak 

ketiga untuk data, penegakan hukum, dan 

penjangkauan wajib pajak). Di dalam inisiatif 

strategis ini terdapat beberapa program 

strategis yang diantaranya adalah: 

1. Memperoleh dukungan formal pimpinan 

puncak dalam hal pemanfaatan data melalui  

Penerbitan Instruksi Presiden kepada 

Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak 

Lain (ILAP) untuk memberikan data dan 

informasi perpajakan kepada DJP. 

2. Memperluas dukungan pemberian data dan 

informasi perpajakan dari ILAP. 

3. Integrasi data NIK dengan NPWP. 

4. Usulan pemberian insentif kepada ILAP 

yang datanya dimanfaatkan oleh DJP. 

5. Usulankepada Presiden agar dalam 

memberikan remunerasi kepada K/L 

melalui rekomendasi DJP. 

6. Dukungan dari institusi penegak hukum 

guna menjamin ketaatan pembayaran pajak 

(tax compliance). 

7. Peningkatan kapasitas, perangkat keras, dan 

perangkat lunak untuk pengolahan data 

lanjutan. 

8. Legal Study mengenai penerapan sanksi 

pidana Pasal 41C UU KUP. 

9. Pembangunan, pemanfaatan, dan 

pengawasan data. 

Meningkatnya persentase data teridentifikasi 

pada tahun 2016 disebabkan oleh beberapa 

hal, diantaranya adalah dengan adanya 

penambahan ILAP yang disertai dengan 

penambahan jumlah data serta adanya 

penambahan sarana pendukung pengolahan 

data berupa server dan aplikasi Pentaho dan 

Data Quality Services (DQS) yang baru 

beroperasi pada awal tahun 2016. Penambahan 

aplikasi ini bertujuan untuk mendukung proses 

identifikasi data sehingga diharapkan adanya 

perbaikan kualitas data yang teridentifikasi. 

Meskipun hingga saat ini aplikasi tersebut 

belum berjalan secara maksimal, namun 

perbaikan secara berkala terus dilakukan untuk 

memaksimalkan kemampuan dari aplikasi 

tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan 

Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 16 /PMK.03/2013 Tentang Rincian 

Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara 

Penyampaian Data dan Informasi yang 

Berkaitan dengan Perpajakan, terdapat 

peningkatan jumlah ILAP dan jumlah data 

yang sangat signifikan. Hal ini akan 

berdampak pada bertambahnya beban kerja 

pada DJP. Namun demikian, hal ini tidak 

diimbangi dengan penambahan jumlah 

pegawai meskipun penambahan aplikasi cukup 

membantu dalam proses identifikasi data. 
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Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Deviasi proyeksi perencanaan kas Pemerintah Pusat 5% 4,09% 

 

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah 

gap antara perkiraan/proyeksi dengan 

realisasi bulanan yang merupakan 

gabungan dari penerimaan dan 

pengeluaran. Data proyeksi yang 

dimaksud merupakan perencanaan bulanan 

sebagai tindak lanjut pelaksanaan elemen-

elemen Undang-Undang APBN/P, serta 

merupakan proyeksi bulanan riil atas 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang 

dapat dieksekusi.  

DJP, sebagai unit eselon I yang terlibat, 

menyampaikan data proyeksi satu tahun 

yang dirinci per bulan kepada Tim CPIN, 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling  

 

 

lambat 5 (lima) hari kerja pada awal tahun 

berjalan melalui surat. 

Dalam satu bulan tim CPIN dapat 

melakukan rapat sebanyak 2 kali. Jika ada 

perbaikan, DJP dapat menyampaikan data 

kepada Tim CPIN melalui surat paling 

lambat 2 hari sebelum rapat CPIN pertama 

(minggu pertama bulan berjalan). Jika ada 

perbaikan kembali,  DJP dapat 

memberikan data proyeksi kepada Tim 

CPIN melalui surat paling lambat 2 hari 

sebelum rapat CPIN kedua (minggu ketiga 

bulan berjalan) yang dijadikan sebagai 

acuan perhitungan proyeksi untuk 

perhitungan capaian IKU. 

Berikut realisasi deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat selama tahun 2016 : 

 

13. Sasaran Strategis 13: SDM yang kompetitif 

Dengan sasaran strategis SDM yang kompetitif diharapkan kualitas SDM DJP akan semakin 

berkualitas sehingga akan menjamin pelaksanaan pencapaian target organisasi akan terwujud. 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar 

kompetensi jabatan 

83% 89,26% 

TRIWULAN TARGET REALISASI CAPAIAN

Triwulan I 5,00                 4,06               118,81            

Triwulan II 5,00                 2,24               155,16            

Triwulan III 5,00                 9,97               0,58                

Triwulan IV 5,00                 1,94               161,24            
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Sasaran Strategis SDM yang kompetitif diukur 

dengan menggunakan 1 (satu) Indikator 

Kinerja Utama yaitu IKU Persentase pejabat 

yang telah memenuhi standar kompetensi 

jabatan. IKU ini bertujuan menyempurnakan 

sistem penempatan pegawai berdasarkan 

kompetensi dan tersedianya pejabat yang 

memiliki kompetensi sesuai jabatannya guna 

menunjang terwujudnya sistem manajemen 

SDM berbasis kinerja dan kompetensi.  

Pengukuran indikator ini adalah dengan cara 

membandingkan jumlah pegawai yang 

memiliki Job Person Match (JPM) ≥ 72 % 

dengan jumlah pegawai yang telah di-assess. 

JPM merupakan kesesuaian antara level 

kompetensi yang diperoleh dari Assessment 

Center dengan Standar Kompetensi Jabatan 

(SKJ). Standar Kompetensi Jabatan adalah 

persyaratan perilaku, pengetahuan dan 

keterampilan yang harus ada dalam suatu 

posisi jabatan untuk memastikan tugas-tugas 

jabatan tersebut dapat dilaksanakan dengan 

baik.  

Mengacu pada Surat Edaran Menteri 

Keuangan Nomor SE-109/MK.1/2010 tentang 

pemanfaatan Assessment Center di lingkungan 

Kementerian Keuangan, JPM merupakan salah 

satu pertimbangan dalam perencanaan karir 

dan mutasi jabatan dengan JPM yang 

dipersyaratkan minimum 72%. Tujuan yang 

ingin dicapai adalah penyempurnaan sistem 

penempatan pegawai berdasarkan kompetensi 

dan ketersediaan pejabat yang memiliki 

kompetensi sesuai jabatannya guna menunjang 

sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan 

kompetensi. 

Sampai dengan Tahun 2015, Assessment 

Center bagi pejabat Eselon II dan III DJP 

dilaksanakan oleh Biro SDM Kementerian 

Keuangan. Sesuai dengan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 465/KMK.01/2015 dimana 

DJP diberikan kewenangan untuk 

melaksanakan Assessment Center bagi pejabat 

dan pegawai DJP mulai tahun 2016. 

Konsekuensi yang dihadapi DJP adalah 

kewajiban untuk menetapkan kamus 

kompetensi, Standar Kompetensi Jabatan, 

metode &tools pelaksanaan Assessment 

Center, associate assessor, serta melaksanakan 

Assessment Center bagi Pejabat Eselon II dan 

III DJP. 

Periode pelaporan IKU ini adalah semesteran. 

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 

jumlah Pejabat (Eselon II, III dan IV) di 

lingkungan DJP adalah 4.874 orang. Jumlah 

pejabat eselon yang telah mengikuti kegiatan 

Assessment Center adalah 4.422 orang. Pejabat 

yang telah mencapai JPM minimal 72% 

sebanyak 3.947 orang, sedangkan pejabat  

yang belum mencapai JPM 72%, adalah  477 

orang dari 4.422 pejabat yang telah mengikuti 

Assessment Center. 
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Pejabat yang Telah Mengikuti Assessment 

Eselon  Jumlah 

Pejabat 

Pejabat yang telah 

mengikuti assessment 

Pejabat yang 

JPM ≥ 72 % 

Persentase (%) 

II 46 46 39 84,78 

III 605 602 554 92,03 

IV 4.223 3.774 3.354 88,87 

Jumlah 4.874 4.422 3.947 89,26 

  

Penyebab adanya pejabat yang belum 

memenuhi ketentuan JPM minimal 72% 

diantaranya adalah : 

a. Faktor individual : assesse dalam keadaan 

sakit atau kekhawatiran menghadapi 

Assessment Center, assesse masih memiliki 

kelemahan pada kompetensi tertentu; 

b. Kualifikasi assessor dalam menggali 

kompetensi assesse; 

c. Masih ada pejabat yang tidak memenuhi 

Standar Kompetensi Jabatan yang 

ditetapkan untuk setiap jabatan dan 

eselonnya; 

d. Kurang tepat dalam menentukan Standar 

Kompetensi Jabatan pada jabatan tertentu. 

 

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk 

mendukung tercapainya IKU ini adalah : 

a. Mengadakan pelatihan berbasis kompetensi 

untuk mengembangkan kapasitas pejabat, 

misalnya pelatihan Leadership 

Development Program (LDP) bagi pejabat 

eselon II dan III; 

b. Pelatihan LDP berbasis kompetensi bagi 

Pejabat Eselon IV di setiaP Kantor Wilayah 

DJP; 

c. Reviu Standar Kompetensi Jabatan untuk 

menyesuaikan jenis dan level kompetensi 

untuk jabatan baru dan/atau jabatan yang 

mengalami perubahan; 

d. Penyusunan dan reviu alat ukur Assessment 

Center, untuk menjamin validitas tools 

yang digunakan dalam pengukuran; 

e. Melakukan koordinasi dengan Biro SDM 

Kementerian Keuangan dalam rangka 

penyampaian Laporan Hasil Assessment 

Center (LHAC) Pejabat Eselon II dan III 

sebagai dasar penyusunan Laporan 

Individual Assessment Center (LIAC); 

f. Melakukan evaluasi assessor untuk dapat 

memilih dan menggunakan assesssor yang 

kompeten dalam menggali kompetensi 

sampai memiliki kualitas laporan yang 

sesuai diharapkan; 

g. Re- Assessment Center bagi pejabat yang 

nilainya dibawah JPM dan Pejabat yang 

memiliki hasil Assessment yang sudah 

kadaluwarsa. 

Untuk mempertahankan keberhasilan 

pencapaian target IKU ini pada tahun 2017 

telah dipersiapkan rekomendasi rencana aksi 

antara lain : 

a. Pelaksanaan reviu terhadap Kamus 

Kompetensi, Standar Kompetensi Jabatan, 

serta metode dan tools; 
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b. Melaksanakan Assessment Center bagi 

pejabat eselon IV yang belum memiliki 

hasil Assessment Center; 

c. Re-Assessment Center bagi pejabat eselon 

II , III dan IV yang memiliki nilai dibawah 

72%; 

d. Melakukan seleksi assessor; 

e. Penyampaian hasil Assessment Center 

melalui SIKKA yang rencananya akan 

dilengkapi dengan form Individual 

Development Plan; 

f. Pelatihan Leadership Development 

Program (LDP); 

 

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2016 

dengan tahun 2014 dan 2015 sebagai berikut : 

Indikator Kinerja 

Utama 

2014 2015 2016 

Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian 

Persentase Pejabat 

yang telah memenuhi 

Standar Kompetensi 

Jabatan 

81,84% 101,04% 86,03% 104,9% 89,26% 107,54% 

 

14. Sasaran Strategis 14: Organisasi yang kondusif 

Pelaksanaan reformas birokrasi menjadi 

suatu keharusan bagi sebuah institusi, 

khususnya institusi publik. Hal ini untuk 

membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap pelayanan yang dilakukan 

institusi pemerintahan. Begitupun dengan 

DJP, yang selalu melakukan perbaikan 

diri melalui kegiatan reformasi birokrasi.

. 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Persentase implementasi Inisiatif Transformasi 

Kelembagaan 

87% 96% 

 

Transformasi Kelembagaan Unit 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 

2016 adalah sebuah langkah dalam 

membangun keunggulan operasional dan 

layanan berskala di DJP yang diwujudkan 

dengan melanjutkan program yang telah 

dimulai pada tahun 2014 serta memulai 

beberapa pilot project pengembangan 

transformasi. Beberapa program utama 

yang didorong menuju roll-out dan 

implementasi penuh antara lain: 

a. implementasi nasional e-faktur; 

b. pencapaian target e-Filing (realisasi 

sebanyak 8 juta SPT elektronik yang 

melebihi target 7 juta SPT elektronik); 

dan 

c. peluncuran Interactive Voice Response 

(IVR) Bahasa Inggris dan Web Chat 
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untuk penambahan kanal layanan 

contact center Kring Pajak. 

Sementara itu, sebagai terobosan baru dalam 

menjangkau Wajib Pajak, pada tahun 2016 

juga dilaksanakan piloting KPP Mikro, yang 

antara lain diujicobakan pada Kantor 

Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP) Banjar dan Lumajang.

No Indikator 

Kinerja Utama 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 Persentase 

Implementasi 

Inisiatif 

Transformasi 

Kelembagaan 

100% 100% 85% 95% 87% 96% 

 

Implementasi Transformasi Kelembagaan 

unit DJP tahun 2016 secara umum sesuai 

dengan target yang diharapkan, dengan 

tingkat penyelesaian 96% untuk seluruh 

inisiatif dari target Indikator Kinerja Utama 

(IKU) yang telah ditetapkan sebesar 87%. 

Untuk menunjang tercapainya target IKU 

tersebut, Direktorat Transformasi Proses 

Bisnis selaku Project Management Office 

(PMO) telah melakukan proses monitoring 

terhadap progress penyelesaian aktivitas di 

masing-masing inisiatif serta 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

sepanjang tahun 2016. 

Namun demikian, masih terdapat beberapa 

aktivitas yang terlambat/belum dapat 

diselesaikan di tahun 2016, yaitu terkait 

dengan pengembangan modul bukti 

permulaan dan penyidikan, 

pilotingcorporate identity, dan persetujuan 

DPR dan Presiden atas kelembagaan baru 

DJP. Penyesuaian terhadap hal tersebut 

harus dilakukan mengingat fokus kebijakan 

DJP pada tahun 2016 adalah untuk 

mendukung Program Amnesti Pajak yang 

dalam hal ini memerlukan resource cukup 

banyak sehingga secara signifikan 

berdampak kepada penyelesaian beberapa 

program di tahun 2016, seperti 

pengembangan aplikasi, pelaksanaan 

piloting, hingga engagement dari 

stakeholder. 

Terkait dengan sumber daya yang 

digunakan dalam implementasi Inisiatif 

Transformasi Kelembagaan di tahun 2016, 

telah dialokasikan anggaran kepada 

direktorat-direktorat terkait untuk setiap tim 

inisiatif berdasarkan permintaan anggaran 

yang telah diajukan. Sedangkan untuk 

sumber daya manusia, telah disusun Tim 

Implementasi Cetak Biru Transformasi 

Kelembagaan Unit Direktorat Jenderal 

Pajak sesuai Keputusan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor 63/PJ/2016 yang mengatur 

struktur dan susunan keanggotaan untuk 

setiap tim inisiatif serta keberadaan PMO 

untuk pengelolaan Transformasi 

Kelembagaan di DJP. 
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Pencapaian IKU di tahun 2016 yang 

melampaui target adalah bentuk komitmen 

Tim Implementasi Inisiatif TK untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya yang telah diamanatkan guna 

mendukung Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Pajak (Renstra DJP) Tahun 2015-

2019. Harapannya, Implementasi Inisiatif 

Transformasi Kelembagaan di Direktorat 

Jenderal Pajak dapat memberikan 

kontribusi terhadap tujuan organisasi 

sebagaimana tercantum pada visi dan misi 

Direktorat Jenderal Pajak. 

 

15. Sasaran Strategis 15: Sistem manajemen informasi yang andal 

Peran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) DJP kedepannya 

diharapkan tidak lagi terbatas sebagai 

sarana pendukung, namun juga sebagai 

motor penggerak untuk mewujudkan 

pelayanan administrasi perpajakan yang 

handal dan dapat dipercaya. Untuk itu 

DJP perlu merencanakan pemanfaatan 

TIK dengan baik agar dapat dilakukan 

secara terarah dan memberikan hasil yang 

maksimal. Salah satu strategi untuk 

menyediakan layanan TIK adalah melalui 

pembangunan dan pengembangan sistem 

informasi sesuai dengan arah dan batasan 

pengembangan TIK. 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Persentase penyelesaian pembangunan dan 

pengembangan modul sistem informasi 

100% 95,70% 

 

Perbandingan Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi 

 

Tahun 2014 2015 2016 

Realisasi 100% 96,7% 95,7% 

Capaian 100% 96,7% 95,7% 

 

Jika melihat pencapaian target selama 2 

(dua) tahun ke belakang, yaitu 2014 dan 

2015, realisasi IKU tahun 2016 menjadi 

pencapaian terendah dengan hanya 

mencapai target 95,70%. Sebagai data 

pembanding, pencapaian target IKU 

tersebut hanya berhasil dicapai pada tahun 

2014, yaitu sebesar 100%. Dan di tahun 

2015, terjadi penurunan capaian menjadi 

96,70% atau turun sebesar 3,30% dari 

capaian tahun 2014. Namun, pencapaian 

pada setiap tahun pelaksanaan IKU 

tersebut tidak dapat dibandingkan secara 

langsung (apple-to-apple). Hal ini 

dikarenakan jenis dan tingkat 

kompleksitas yang berbeda dari modul 

dan/aplikasi yang dibangun dan/atau 

dikembangkan.  

Jumlah penyelesaian pembangunan dan 

pengembangan modul sistem informasi 

direpresentasikan dari jumlah modul 

sistem informasi strategis yang telah 



70 
 

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016 

diselesaikan. Pengembangan modul sistem 

informasi strategis ini ditetapkan untuk 

mendukung inisiatif strategis Direktur 

Jenderal Pajak antara lain inisiatif strategis 

6 (penajaman ekstensifikasi Wajib Pajak), 

inisiatif strategis 8 (membenahi sistem 

administrasi PPN) serta inisiatif strategis 

16 (menyempurnakan KPP). IKU ini 

terdiri dari penyelesaian pengembangan 

termasuk pengujian modul/aplikasi TIK 

strategis yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan 

sebagai berikut: 

a. penyelesaian pengembangan sub-

modul pada SIDJP nine modul TPT 

Online, antara lain: sub modul 

penyampaian SPT Tahunan, sub-

modul pendukung Mobile Tax Unit 

(MTU) dan sub modul pendukung 

implementasi KPP Mikro; 

b. penyelesaian dokumen analisis untuk 

pengembangan e-witholding slip 

(bukti potong elektronik); 

c. penyelesaian pengembangan modul e-

tax invoice host-to-host service; 

d. penyelesaian pengembangan modul e-

tax invoice berbasis web; dan 

e. penyelesaian perencanaan engine 

compliance risk management (CRM) 

untuk mendukung ekstensifikasi. 

Merujuk pada kebijakan pengembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, 

pembangunan dan pengembangan modul 

memiliki tahapan sebagai berikut: tahap 

perencanaan, tahap pendefinisian 

kebutuhan (requirement), tahap 

perancangan dan pembangunan, tahap 

pengujian dan tahap implementasi.  

Perhitungan IKU penyelesaian 

pembangunan dan pengembangan modul 

sistem informasi ini dilakukan dengan 

menimbang bobot capaian IKU 

penyelesaian dokumen analisis 

perancangan (50%) dan IKU penyelesaian 

pengembangan modul (50%). 

Penyelesaian pengembangan modul sistem 

informasi tahun 2016 mencapai 96% dari 

target 100% yang telah dicanangkan di 

awal tahun. Berdasarkan hasil evaluasi, 

target tahun ini tidak dapat dicapai karena 

adanya shifting prioritas pengembangan, 

proses analisis yang memerlukan waktu 

lebih lama dari yang diperkirakan dan 

terdapat beberapa output yang 

memerlukan penyesuaian dan perbaikan 

setelah proses uji coba (piloting) 

dilakukan. 

Pada tahun 2016, DJP memiliki program 

kerja Amnesti Pajak yang membutuhkan 

sumber daya tertentu untuk menyelesaikan 

modul permohonan Amnesti pajak dalam 

jangka waktu yang singkat. Dalam rangka 

mendukung program ini, beberapa sumber 

daya yang pada mulanya ditugaskan untuk 

menyelesaikan pengembangan modul 

strategis dialihtugaskan untuk menangani 

proyek Amnesti Pajak sehingga 

penyelesaian modul strategis yang sudah 

direncanakan menjadi terhambat. 

Pengembangan modul sistem informasi 

juga melibatkan beberapa direktorat lain 
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yang terkait untuk menyelaraskan sistem 

yang akan dikembangkan dengan 

peraturan, kebijakan dan proses bisnis. 

Proses pembahasan dan analisa kebutuhan 

pengguna ini yang terkadang memakan 

waktu lama sehingga inisiasi 

pengembangan tidak dapat dilakukan 

sesuai dengan jadwal/rencana. 

 

Dalam upaya untuk mengatasi 

permasalahan yang menghambat 

pencapaian target IKU, DJP c.q. 

Direktorat Transformasi Teknologi 

Komunikasi dan Informasi (TTKI) 

membagi penyelesaian permasalahan ke 

dalam 2 (dua) bagian besar, yaitu sebagai 

berikut: 

a. untuk mengatasi keterbatasan sumber 

daya, Direktorat TTKI telah 

menyelenggarakan workshop 

peningkatan kapasitas bagi pegawai 

yang belum terlibat pada 

pengembangan sistem seperti 

workshop pemrograman yang 

diberikan kepada programmer baru 

atau programmer lama namun belum 

menguasai bahasa pemrograman 

tertentu seperti Workshop Jawa SE7 

Program, Java Servlet, JSP, dan 

Java Framework Spring. 

b. untuk mempermudah komunikasi 

dan koordinasi antar Direktorat 

dalam merumuskan kebutuhan 

sistem yang akan dikembangkan, 

telah dibentuk tim lintas Direktorat 

untuk setiap inisiasi pengembangan 

seperti pembentukan Tim 

Implementasi Kegiatan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak yang melibatkan 

pegawai pada Direktorat TPB, TIP, 

TTKI, dan PKP. 

 

Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Tingkat downtime sistem TIK 1% 0,0148% 

 

Tingkat downtime sistem TIK adalah 

terhentinya layanan TIK yang memiliki 

tingkat kritikalitas sangat tinggi dari 

Direkorat Jenderal Pajak yang disebabkan 

oleh gangguan pada infrastruktur TIK 

ataupun core system layanan TIK meliputi 

Layanan Internet, Layanan Intranet, 

Server/Operating System (OS), Aplikasi, 

dan Database yang dikelola oleh unit TIK 

DJP. 

Perhitungan downtime layanan tidak 

termasuk downtime yang direncanakan 

(planneddowntime) dan disetujui unit 

Eselon I terkait untuk tujuan 

pemeliharaan (PreventiveMaintenance). 

Pada tahun 2016, aplikasi yg diukur 

meliputi : 

1. e-Filing; 

2. e-Faktur;  
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3. e-Registration; 

4. e-Billing; dan 

5. situs pajak.go.id. 

IKU Tingkat downtime sistem TIK adalah 

IKU yang baru dilaksanakan pada tahun 

2016. Selama tahun 2016, tingkat 

downtime sistem TIK adalah sebesar 

0,0148%, sehingga tingkat downtime TIK 

tidak melebihi dari target yang ditetapkan 

sebesar 1%. 

Downtime sistem TIK yang terjadi pada 

tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

1. Pada tanggal 11 Juli 2016, situs 

www.pajak.go.id mengalami 

unplanned downtime selama 2 jam, 

terhitung mulai pukul 03.00 s.d pukul 

05.00 WIB; 

2. Pada tanggal 30 Desember 2016, 

aplikasi e-Filing mengalami 

unplanned downtime selama 4,5 jam, 

terhitung mulai pukul 08.30 s.d pukul 

13.00 WIB, karena gangguan kabel 

Telkom, server DNS, dan database e-

Filing. 

Sedangkan, aplikasi lain yang diukur, 

yaitu e-Registration, e-Faktur, dan e-

Billing tidak mengalami unplanned 

downtime selama tahun 2016. 

Sistem yang mengalami gangguan 

menyebabkan pelaksanaan tugas di unit 

vertikal tidak berjalan secara optimal. 

Pelayanan dan administrasi yang 

dilakukan pun menjadi tidak maksimal. 

Untuk mengatasi kendala tersebut telah 

dilakukan langkah sebagai berikut: 

1) e-Filing, dilakukan dengan 

penggantian perangkat infrastruktur 

dan jaringan serta penyesuaian setting 

konfigurasi infrastruktur. 

2) e-Faktur, dengan menyimpan source 

update aplikasi di Server Cloud. 

3) e-Registration, dilakukan dengan 

meningkatkan infrastruktur database. 

4) e-Billing, menyediakan beberapa 

channel/jalur lain selain lewat web 

yang disediakan oleh DJP, seperti : 

SMS billing *141*500#, internet 

banking bank, LEM (Layanan 

Elektronik Mandiri) KPP, Customer 

Service Bank. 

5) situs pajak.go.id, dengan melakukan 

upgrade minor version Framework 

Drupal ver. 7, Operating System, serta 

maintenance framework, OS, dan 

cluster.

16. Sasaran Strategis 16: Pengelolaan anggaran yang optimal 

Pelaksanaan anggaran menjadi peranan 

penting yang menjadikan setiap program 

maupun kegiatan dapat dilaksanakan 

dengan baik. Penyerapan anggaran 

diharapkan dapat diimbangi dengan 

efisiensi penggunaan anggaran  dan 

penghematan terutama dalam pengadaan 

barang dan jasa. 
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Nama IKU Target 2016 Realisasi 2016 

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95% 97,41% 

 

IKU Persentase kualitas pelaksanaan 

anggaran DJP tahun 2016 tercapai sebesar 

97,41 % di mana capaian tersebut di atas 

target sebesar 95%. Unsur pengukuran dan 

bobot masing-masing IKU tersebut sesuai 

dengan Surat Edaran Menteri Keuangan 

nomor SE-32/MK.1/2015 yaitu terdiri atas 

11,86% Penyerapan Anggaran, 34,96% 

Efisiensi, dan 53,18% Pencapaian  

Keluaran (output). Rincian perhitungan 

setiap unsur adalah sebagai berikut: 

a. penyerapan anggaran memberikan 

konstribusi sebesar 90,46% yang 

didapat dari pagu anggaran belanja 

barang dan modal sebesar 

Rp5.295.068.517.000,- dengan 

realisasi sebesar 

Rp4.790.039.194.239,-; 

b. efisiensi memberikan kontribusi 

sebesar 21,01% yang berasal dari 

jumlah efisiensi sebesar 

Rp138.490.865.570,- dari total pagu 

kontraktual Rp659.128.051.081,-; 

dan 

c. capaian output sebesar 97,26% yang 

diperoleh dari Aplikasi Monev 

Anggaran. 

Pada tahun 2016 terdapat beberapa kali 

pemotongan anggaran yang dilakukan oleh 

Kementerian Keuangan, tidak hanya 

terhadap unit kerja di lingkungan 

Kementerian Keuangan. Namun, juga 

terhadap Kementerian/Lembaga lain yang 

dianggap tidak memiliki kegiatan prioritas 

nasional. Hal ini dilakukan dalam rangka 

pengendalian belanja negara dimana 

penerimaan negara yang belum optimal 

sehingga dikhawatirkan akan membuat 

neraca keuangan negara menjadi semakin 

defisit. 

Pemotongan anggaran berdampak pada 

pada penundaan proses pengadaan barang 

dan jasa,  pengendalian revisi anggaran, 

dan tidak ditindaklanjutinya usulan 

pengadaan yang disampaikan oleh 

KPA/PPK kepada Unit Layanan 

Pengadaan (ULP). 

Namun, pada tahun 2016, DJP 

mendapatkan tambahan anggaran yang 

ditujukan untuk membiayai Program 

Amnesti Pajak yang diambil dari BA 

Bendahara Umum Negara (BUN) yang 

disahkan pada tanggal 25 Oktober 2016. 

Meskipun demikian, penyerapan anggaran 

Amnesti Pajak tersebut belum optimal 

dikarenakan pengesahan anggaran 

Amnesti Pajak tersebut mendekati akhir 

tahun anggaran sehingga terdapat kendala 

dalam kegiatan yang baru dilakukan pada 

triwulan terakhir tahun 2016. 

Dalam mendukung pencapaian target, 

terdapat beberapa kegiatan yang telah 

dilakukan oleh DJP, antara lain: 
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a. Melaksanakan pengendalian belanja 

dalam rangka pelaksanaan APBN-P 

TA 2016 sesuai dengan Instruksi 

Presiden Nomor 8 Tahun 2016.  

b. Melakukan monitoring atas kepatuhan 

pengisian capaian keluaran pada 

Aplikasi SMART s.d. Triwulan III TA 

2016 sesuai dengan surat Sekretaris 

Direktorat Jenderal nomor S-

1575/PJ.01/2016 tanggal 13 Oktober 

2016. 

c. Melakukan monitoring atas 

penyerapan anggaran pasca Self 

Blocking Anggaran TA 2016 dan 

mengambil langkah-langkah stategis 

dalam rangka meningkatkan 

penyerapan anggaran. 

d. Menginstruksikan satker agar 

melakukan optimalisasi anggaran 

belanja barang dan belanja modal 

dalam rangka penyelesaian pagu 

minus belanja pegawai. 

 

Ke depan, demi penyerapan anggaran 

yang maksimal tahun 2017, rencana yang 

akan dilakukan antara lain adalah sebagai 

berikut: 

a. Menginstruksikan kepada seluruh 

satker untuk melaksanakan langkah-

langkah percepatan penyerapan 

anggaran TA 2017. 

Percepatan penyerapan anggaran dapat 

segera dilakukan setelah pengesahan 

DIPA tahun 2017 dimana 

program/kegiatan yang membutuhkan 

pengadaan (tender) kontraktual dapat 

segera dilakukan proses pelelangan. 

b. Koordinasi dengan seluruh satker 

terkait hal-hal yang menjadi perhatian 

dalam pelaksanaan anggaran TA 2017 

baik untuk belanja barang maupun 

belanja modal melalui asistensi secara 

intensif maupun monitoring 

pelaksanaan pengumuman RUP. 

 

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Dalam rangka penunjang dalam 

pencapaian tujuan dan sasaran, DJP 

menggunakan sumber dana dari Program 

Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan 

Pajak Kementerian Keuangan Bagian 

Anggaran (BA) 015. Pagu anggaran adalah 

sebesar Rp7.620.257.307.000 dengan realisasi 

penyerapan anggaran DJP adalah sebesar 

Rp7.066.754.655.769 atau 92,74 persen.

Kode Sumber Dana Anggaran Dana yang Diserap % 

Realisasi 

12 Program Peningkatan dan 

Pengamanan Penerimaan 

Pajak 

7.620.257.307.000 7.066.754.655.769 92,74 

Jumlah 7.620.257.307.000 7.066.754.655.769 92,74 

Sumber: Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan DJP unaudited 
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Data realisasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Kode Kegiatan Total Pagu Total Realisasi % 

Realisasi 

1655 Peningkatan Pelayanan Serta 

Efektivitas Penyuluhan dan 

Kehumasan 

62.677.041.000 39.012.005.171 62,24% 

1656 Pembinaan, Pemantauan dan 

Dukungan Teknis di Bidang 

Teknologi, Komunikasi dan 

Informasi Perpajakan 

173.561.987.000 126.427.141.453 72,84% 

1657 Pelaksanaan Reformasi Proses 

Bisnis 

5.718.436.000 3.343.491.744 58,47% 

1658 Peningkatan Pelaksanaan 

Ekstensifikasi Perpajakan 

7.243.930.000 5.350.804.003 73,87% 

1659 Peningkatan Efektivitas Kegiatan 

Intelijen Perpajakan 

9.526.783.000 6.353.349.337 66,69% 

1660 Peningkatan Pelayanan Di Bidang 

Penyelesaian Keberatan dan 

Banding 

11.252.291.000 9.500.149.008 84,43% 

1661 Peningkatan, Pembinaan dan 

Pengawasan SDM, dan 

Pengembangan Organisasi 

23.548.578.000 21.168.969.524 89,89% 

1662 Peningkatan Efektivitas 

Pemeriksaan, Dan Optimalisasi 

Pelaksanaan Penagihan 

22.498.267.000 15.106.239.080 67,14% 

1663 Perumusan Kebijakan, 

Standardisasi dan Bimbingan 

Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan 

di Bidang Analisis dan Evaluasi 

Penerimaan Perpajakan 

9.039.018.000 6.367.492.227 70,44% 

1664 Perumusan Kebijakan di Bidang 

PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, 

dan Bea Meterai 

14.261.814.000 5.648.418.205 39,61% 

1665 Perumusan Kebijakan di Bidang 

PPh 

13.062.744.000 8.394.559.093 64,26% 

1666 Perencanaan, Pengembangan, dan 

Evaluasi di Bidang Teknologi, 

Komunikasi dan Informasi 

93.648.957.000 54.466.030.690 58,16% 
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Kode Kegiatan Total Pagu Total Realisasi % 

Realisasi 

1667 Pembinaan Penyelenggaraan 

Perpajakan dan Penyelesaian 

Keberatan di Bidang Perpajakan 

di Daerah 

706.600.538.000 639.431.325.297 90,49% 

1668 Pelaksanaan Administrasi 

Perpajakan di Daerah 

4.005.364.970.000 3.797.257.028.383 94,80% 

1669 Pengelolaan Data dan Dokumen 

Perpajakan 

96.708.510.000 87.184.092.838 90,15% 

1670 Dukungan Manajemen dan 

Dukungan Teknis Lainnya DJP 

2.332.670.590.000 2.214.996.248.803 94,96% 

5236 Pelaksanaan Kegiatan Layanan 

Informasi Umum Perpajakan dan 

Pengelolaan Pengaduan 

15.838.458.000 12.544.292.823 79,20% 

5879 Peningkatan Kegiatan Penyidikan 10.622.315.000 9.938.847.553 93,57% 

5880 Perumusan Kebijakan dan 

Standardisasi Perpajakan 

Internasional 

6.412.080.000 4.264.170.537 66,50% 

Jumlah 7.620.257.307.000 7.066.754.655.769 92,74 

Sumber: Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan DJP unaudited 
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C. KINERJA LAINNYA 

1. AMNESTI PAJAK 

Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan 

kebijakan yang didorong oleh semakin 

kecilnya kemungkinan untuk 

menyembunyikan kekayaan di luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

karena semakin transparannya sektor 

keuangan global dan meningkatnya 

intensitas pertukaran informasi antarnegara. 

Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan 

diberikan secara berkala. Setidaknya, 

hingga beberapa puluh tahun ke depan, 

kebijakan Amnesti Pajak tidak akan 

diberikan lagi. 

Kebijakan Amnesti Pajak, dalam 

penjelasan umum Undang-Undang 

Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan 

kebijakan lain seperti penegakan hukum 

yang lebih tegas dan penyempurnaan 

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang 

tentang Pajak Penghasilan, Undang-

Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, serta kebijakan strategis 

lain di bidang perpajakan dan perbankan 

sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib 

Pajak akan tergerus di kemudian hari 

melalui basis data kuat yang dihasilkan 

oleh pelaksanaan Undang-Undang ini. 

Ikut serta dalam Amnesti Pajak juga 

membantu Pemerintah mempercepat 

pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi 

melalui pengalihan Harta, yang antara lain 

akan berdampak terhadap peningkatan 

likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar 

Rupiah, penurunan suku bunga, dan 

peningkatan investasi; merupakan bagian 

dari reformasi perpajakan menuju sistem 

perpajakan yang lebih berkeadilan serta 

perluasan basis data perpajakan yang lebih 

valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan 

meningkatkan penerimaan pajak, yang 

antara lain akan digunakan untuk 

pembiayaan pembangunan. 

Pihak-pihak yang dapat memanfaatkan 

kebijakan amnesti pajak adalah Wajib 

Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, 

Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta 

Orang Pribadi atau Badan yang belum 

menjadi Wajib Pajak. Untuk memanfaatkan 

Amnesti Pajak 

Fasilitas 

Fasilitas Amnesti Pajak yang akan didapat 

oleh Wajib Pajak yang mengikuti program 

Amnesti Pajak antara lain: 

1. penghapusan pajak yang seharusnya 

terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn 

BM), sanksi administrasi, dan sanksi 

pidana, yang belum diterbitkan 

ketetapan pajaknya; 

2. penghapusan sanksi administrasi atas 

ketetapan pajak yang telah diterbitkan; 

3. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, 

pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan Tindak Pidana di Bidang 

Perpajakan; 
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4. penghentian pemeriksaan pajak, 

pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan Tindak Pidana di Bidang 

Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak 

sedang dilakukan pemeriksaan pajak, 

pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan Tindak Pidana di Bidang 

Perpajakan; dan 

5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan 

Harta berupa tanah dan/atau bangunan 

serta saham 

Sanksi 

Wajib Pajak yang tidak memenuhi 

kewajiban Holding Period maka atas Harta 

bersih tambahan diperlakukan sebagai 

penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan 

dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan; 

Wajib Pajak yang telah mengikuti program 

Amnesti Pajak namun ditemukan adanya 

data mengenai Harta bersih yang kurang 

diungkapkan maka atas Harta dimaksud 

diperlakukan sebagai penghasilan pada saat 

ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan 

UU PPh dan ditambah dengan sanksi 

administrasi kenaikan sebesar 200% (dua 

ratus persen) dari PPh yang tidak atau 

kurang dibayar. 

Wajib Pajak yang tidak mengikuti program 

Amnesti Pajak namun ditemukan adanya 

data mengenai Harta bersih yang tidak 

dilaporkan maka atas Harta dimaksud 

diperlakukan sebagai penghasilan pada saat 

ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi 

administrasi sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. 

 

Kerahasiaan data dan informasi 

Data dan Informasi yang bersumber dari 

Surat Pernyataan dan lampirannya: 

1. tidak dapat diminta oleh siapapun atau 

diberikan kepada pihak manapun, kecuali 

atas persetujuan Wajib Pajak sendiri; 

2. tidak dapat dijadikan sebagai dasar 

penyelidikan, penyidikan, dan/atau 

penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak; 

dan 

3. ancaman sanksi pidana bagi pihak yang 

membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau 

memberitahukan data dan informasi. 

Periode 

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 

31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) 

periode, yaitu: 

1. Periode I : Dari tanggal diundangkan s.d 

30 September 2016 

2. Periode II : Dari tanggal 1 Oktober 2016 

s.d 31 Desember 2016 

3. Periode III : Dari tanggal 1 Januari 2017 

s.d 31 Maret 2017 

Amnesti Pajak juga dibagi dalam 3 golongan 

tarif, yaitu:

 

 
























